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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM KOMUNIKASI RT/RW 

DI KECAMATAN TUAH MADANI 

Oleh : 

PINTA ARISMAN 

NIM : 12170521829 

Email : 12170521829@students.uin-suska.ac.id 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan serta mengidentifikasi 

implementasi program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani. 

Forum ini dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyalur aspirasi 

masyarakat, namun dalam praktiknya belum berjalan optimal. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis 

menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang 

meliputi enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, 

komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan 

sosial-ekonomi-politik, serta sikap pelaksana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi forum masih tergolong kurang 

maksimal. Program kerja forum lebih banyak bersifat insidental dan cenderung 

fokus pada kegiatan sosial, sementara aspek strategis seperti pelatihan 

administrasi, literasi digital, dan penguatan kapasitas kelembagaan belum 

terlaksana. Hambatan utama dalam pelaksanaan forum antara lain rendahnya 

partisipasi pengurus (hanya ±30% yang aktif), ketiadaan anggaran operasional, 

lemahnya komunikasi antar lembaga, kekosongan kepemimpinan, dominasi 

kelompok tertentu, serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lokal. 

Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga turut memperlemah 

keberlangsungan forum. 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, forum komunikasi RT/RW, partisipasi 

masyarakat, Van Meter dan Van Horn, Kecamatan Tuah Madani. 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE RT/RW COMMUNICATION 

FORUM PROGRAM IN TUAH MADANI SUB-DISTRICT 

By: 

PINTA ARISMAN 

NIM: 12170521829 

Email: 12170521829@students.uin-suska.ac.id 

This study aims to analyze the implementation and identify the inhibiting factors 

of the RT/RW Communication Forum program in Tuah Madani Sub-district. The 

forum was established as a medium for communication, coordination, and 

channeling community aspirations; however, in practice, it has not functioned 

optimally. This research employs a qualitative method with a descriptive 

approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and 

documentation, and analyzed using the Van Meter and Van Horn policy 

implementation model, which consists of six main variables: policy standards and 

objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of the 

implementing body, social-economic-political environment, and the disposition of 

implementers. 

The findings show that the implementation of the forum remains less than optimal. 

Most of the forum’s programs are incidental and focus mainly on social activities, 

while strategic aspects such as administrative training, digital literacy, and 

institutional capacity building have not been realized. The main obstacles include 

low participation of forum members (only about 30% are active), absence of 

operational funding, weak inter-agency communication, leadership vacancies, 

dominance of certain groups, and suboptimal coordination with local institutions. 

Moreover, social, economic, and political conditions further weaken the 

sustainability of the forum. 

Keywords: Policy implementation, RT/RW Communication Forum, community 

participation, Van Meter and Van Horn, Tuah Madani Sub-district. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan sebuah aktivitas dasar yang dilakukan oleh manusia 

(Ubaidillah, 2016). Zaman sekarang komunikasi dapat dilakukan kapan dan dimana 

saja, komunikasi saat ini memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan 

segala hal karena komunikasi merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Tidak dapat dipungkiri, komunikasi dibutuhkan dalam suatu lembaga maupun 

organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik maka sebuah organisasi akan 

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan dan akan mendapatkan 

keberhasilan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan terdapat hal 

buruk yang terjadi dalam pekerjaan, terlebih lagi akan munculnya suatu struktur 

organisasi yang tidak teratur (Rifa‟i, 2023). 

Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik, mulai 

dari komunikasi verbal dan non-verbal. Dengan komunikasi seseorang dapat 

menyampaikan pesan berupa informasi, ide, gagasan, fakta, pemikiran, dan 

menyampaikan perasaan kepada orang lain. Dalam memahami komunikasi langkah 

terbaiknya adalah berusaha memaknai unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi, 

terdiri dari pengirim (komunikator), penerima (komunikan), pesan, saluran 

komunikasi dan efek yang terjadi dari komunikasi tersebut (Siregar dan Usriyah, 

2021).  

Kunci dalam komunikasi yang sukses adalah terdapat unsur-unsur atau 

elemen-elemen komunikasi didalamnya, yaitu komunikator, komunikan, pesan dan 
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juga media. media yang dapat digunakan dalam berkomunikasi juga beragam, bisa 

berbentuk media digital maupun media cetak Apalagi dengan seiring berjalannya 

waktu dan berkembangnya zaman, terdapat banyak perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih maju. Manusia dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa 

perlu bertatapan secara langsung (Andini, 2024). 

Sebagai suatu instansi pemerintahan atau pun organisasi menjadikan 

komunikasi sebagai alat untuk memberi atau menerima informasi dari pihak lain. 

Kesalahan dalam berkomunikasi dapat menjadi kesalahan yang fatal, dan menjadi 

tidak tepat sasaran. Menurut Klaresta (2020) dalam sebuah organisasi, komunikasi 

merupakan tombak utama dalam kesuksesan bekerja, baik itu antara ketua dengan 

anggota, anggota dengan anggota, atau pun pihak organisasi dengan pihak luar 

(Claresta, 2020).  

Sistem seperti RT/RW sebenarnya punya akar di zaman penjajahan Belanda, 

dengan istilah seperti wijkmeester (pengurus wilayah). Setelah Indonesia merdeka, 

sistem ini dilanjutkan dan disesuaikan dengan nilai gotong royong. Pemerintah 

Indonesia kemudian secara resmi menetapkan RT dan RW sebagai struktur organisasi 

masyarakat di tingkat paling bawah (lingkungan). Disebutkan dalam Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang pembentukan Forum Komunikasi 

Rukun Teatangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bahwa salah satu elemen yang turut 

berperan membantu tugas-tugas pemerintahan dalam mensukseskan otonomi daerah 

adalah lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai lembaga mitra 

pemerintah yang siap bekerja sama yang harmonis dan dinamis (Pekanbaru, 2016). 
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Secara hukum nasional, kedudukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 

(RW) telah diatur dalam regulasi pemerintah. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menggolongkan RT dan RW sebagai Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang menjadi mitra pemerintah dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat lokal (Kementerian Dalam 

Negeri, 2018). Artinya, eksistensi RT/RW memiliki landasan yuridis sebagai 

organisasi masyarakat di tingkat paling bawah yang berfungsi membantu tugas 

pemerintahan setempat.  

Forum RT & RW dibentuk untuk membantu pemerintah dalam melakukan 

berbagai program kerja yang telah disusun. Kelurahan sebagai pengarah dari RT & 

RW membentuk sebuah organisasi forum komunikasi RT & RW sebagai penghubung 

antara pemerintah dan masyarakat. Forum Komunikasi RT & RW yang di bentuk ini 

melakukan pertemuan rutin untuk membahas segala permasalahan dan juga program 

kerja yang akan di langsungkan oleh sebuah Kelurahan, Peran RT & RW sangat di 

butuhkan dalam penangangan masalah atau urusan masyarakat yang berjenjang ke 

tingkat Kelurahan dan kecamatan (Pimpinan, 2022). 

Forum Komunikasi RT/RW sendiri dibentuk sebagai wadah koordinasi antara 

pengurus RT/RW dengan pemerintah. Kelurahan bertindak sebagai pembina yang 

memfasilitasi forum ini agar menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat 

dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wadah komunikasi 

publik, forum RT/RW memungkinkan tersalurnya aspirasi masyarakat dari tingkat 

lingkungan kepada pemerintah secara lebih terstruktur (Zuhdi, 2019). Dengan 

demikian, forum ini berfungsi sebagai jembatan dua arah: menyosialisasikan 
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kebijakan pemerintah kepada warga sekaligus menampung dan meneruskan aspirasi 

warga kepada pemerintah (Zuhdi, 2019). Peran strategis tersebut menjadikan forum 

RT/RW sebagai elemen penting dalam mensukseskan program-program pemerintah 

di tingkat lokal. 

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 

tertinggi. Pada tahun 2022, kota ini mempunyai populasi penduduk yang tinggi 

mencapai 1.107.327 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru, 2022), mempunyai kepadatan penduduk 1,800/km pada tahun 2022. Kota 

ini menjadi pusat administrasi di Provinsi Riau dan salah satu pusat perekonomian di 

pulau Sumatra. Sehingga banyak pendatang dalam lokal, nasional atau internasional 

yang menggantungkan hidup disini. Pengurusan permohonan administrasi 

kependudukan masuk rata-rata 100, sedangkan permohonan keluar 65 (Portal Resmi 

Pemerintah Kota Pekanbaru, 2022). 

Forum RT/RW adalah sebuah wadah atau organisasi yang dibentuk untuk 

menumbuh kembangkan inisiatif dan peran masyarakat di kecamatan agar proses 

penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud. Forum RT/RW juga dibentuk untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  Forum RT/RW kecamatan Tuah 

Madani pertahun 2022 tercatat sebanyak 97 Rukun Warga (RW) dan 439 Rukun 

Tetangga (RT). Jadi total keseluruhan ketua RT/RW yang tergabung dalam Forum 

RT/RW ini berjumlah 536 orang. Forum ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Tujuan 

dibentuknya Forum ini adalah untuk membangun silaturahmi dan komunikasi antar 

ketua RT/RW yang ada sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ada di 

kecamatan Tuah Madani (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru). 



5 
 

 

Forum Komunikasi RT-RW memiliki peran penting dalam memfasilitasi 

komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kelurahan atau kecamatan dengan 

warga. Forum ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, serta untuk menyampaikan informasi penting terkait program-program 

yang akan dilaksanakan di tingkat RT/RW. Kecamatan Tuah Madani, yang terletak di 

Kota Pekanbaru, menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi forum komunikasi 

ini selama lima tahun terakhir. Bahkan dalam proses Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang), pengurus forum RT/RW kerap diikutsertakan sebagai 

delegasi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan, sehingga kebutuhan 

warga di akar rumput dapat terakomodasi dalam rencana pembangunan daerah 

(Anwar, 2023).  Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana fungsi 

forum ini dapat berperan dalam mendukung pembangunan di daerah tersebut 

(Kurniawan, 2020).  

Program-program yang direncanakan oleh Forum Komunikasi RT-RW 

Kecamatan Tuah Madani memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas 

masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan publik berbasis lingkungan. Jika 

program-program seperti Cyber Education, Sosialisasi Aplikasi E-Lapor Tuah 

Madani, dan Pelatihan Administrasi RT-RW tidak terlaksana, maka dapat 

menimbulkan sejumlah dampak negatif. Kegagalan pelaksanaan Cyber Education 

berpotensi memperlebar kesenjangan digital di tengah masyarakat, sehingga warga 

kesulitan mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-

hari. Ketidakterlaksananya sosialisasi aplikasi E-Lapor akan menyebabkan minimnya 

partisipasi warga dalam menyampaikan laporan atau aspirasi, yang pada akhirnya 
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berdampak pada lambatnya penanganan masalah lingkungan. Sementara itu, jika 

pelatihan administrasi RT-RW tidak dijalankan, maka akan melemahkan tata kelola 

administrasi di tingkat lingkungan, menghambat transparansi, dan menurunkan 

kualitas pelayanan masyarakat. 

Untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi strategis di atas, Forum Komunikasi 

RT/RW menyusun berbagai program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan partisipasi publik di lingkungan lokal. Program-program 

yang direncanakan oleh forum ini memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kapasitas masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan publik berbasis komunitas. 

Setiap program kerja dirumuskan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata 

yang dihadapi warga, sehingga relevan dengan konteks lokal masing-masing. Berikut 

adalah beberapa contoh program kerja Forum Komunikasi RT/RW beserta tujuannya: 

a. Cyber Education 

 Program peningkatan literasi digital bagi warga. Melalui Cyber Education, 

forum berupaya mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, 

internet, dan media digital. Tujuannya adalah memperkecil kesenjangan digital 

antarwarga sehingga mereka tidak tertinggal dalam akses informasi dan layanan 

digital. Peningkatan literasi digital ini memberdayakan masyarakat agar lebih adaptif 

terhadap perkembangan teknologi dan mampu menggunakan platform digital 

(misalnya aplikasi pemerintah) dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Sosialisasi Aplikasi E-Lapor 

 Program pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi E-Lapor (Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dicanangkan pemerintah daerah. Forum 
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RT/RW mengadakan kegiatan ini untuk mendorong partisipasi warga dalam 

menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan tentang isu-isu lingkungan mereka 

melalui platform digital resmi. Dengan meningkatnya partisipasi publik dalam 

pengawasan dan umpan balik, diharapkan respons pemerintah terhadap permasalahan 

masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Program ini secara langsung 

memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di tingkat lokal. 

c. Pelatihan Administrasi RT/RW 

 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di level RT/RW, 

khususnya dalam hal administrasi dan tata kelola. Pelatihan ini mencakup pengelolaan 

administrasi kependudukan, pencatatan surat-menyurat resmi, pengarsipan, hingga 

manajemen laporan pertanggungjawaban keuangan sederhana di tingkat RT/RW. 

Tujuan pelatihan adalah meningkatkan kompetensi para Ketua RT/RW dan 

pengurusnya dalam melaksanakan tugas administrasi publik, sehingga pelayanan 

terhadap warga menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan 

administrasi yang lebih baik, RT/RW diharapkan mampu mendukung terciptanya 

good governance mulai dari tingkat paling bawah. 

d. Sosialisasi dan Penguatan Partisipasi Pemilu 

Program peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam 

pemilihan umum. Forum RT/RW memfasilitasi sosialisasi mengenai pentingnya hak 

pilih, tata cara pemilu, serta mendorong warga untuk terlibat aktif dalam proses 

demokrasi lokal maupun nasional. Kegiatan ini bertujuan memberdayakan masyarakat 

sebagai pemilih yang cerdas dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilu di 
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lingkungan setempat. Dengan partisipasi politik yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat 

akan lebih terwakili dalam hasil-hasil politik dan kebijakan pemerintah ke depan. 

e. Pelatihan Kewirausahaan Kreatif 

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan 

pada sektor ekonomi kreatif atau usaha kecil lokal. Forum RT/RW dapat bekerjasama 

dengan dinas terkait atau lembaga swasta untuk memberikan bimbingan keterampilan 

wirausaha, manajemen usaha, hingga akses permodalan bagi warga. Tujuan program 

ini adalah mendorong kemandirian ekonomi warga dan menciptakan peluang usaha di 

tingkat komunitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi 

masyarakat setempat secara berkelanjutan. 

f.   Program Sosial (Pembagian Sembako Gratis) 

Program bantuan sosial yang dilakukan forum, misalnya pembagian paket 

sembako gratis bagi warga kurang mampu atau pada saat terjadi keadaan darurat 

(seperti bencana alam atau masa pandemi). Inisiatif ini menunjukkan peran forum 

dalam menggerakkan solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan RT/RW. 

Tujuannya adalah meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan sekaligus 

mempererat hubungan antarwarga melalui budaya gotong royong dan saling bantu. 

Program-program di atas mencerminkan upaya Forum Komunikasi RT/RW 

untuk merespons kebutuhan nyata masyarakat lokal, baik di bidang peningkatan 

kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, partisipasi politik, pemberdayaan ekonomi, 

maupun jaring pengaman sosial. Secara umum, seluruh program tersebut disusun 

guna memberdayakan masyarakat (community empowerment) dan mendorong 

partisipasi publik yang lebih aktif dalam pembangunan. Relevansi program-program 
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ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan bila program tidak dijalankan. Cyber 

Education, misalnya, sangat penting untuk dilaksanakan agar kesenjangan digital di 

tengah masyarakat tidak semakin melebar; tanpa edukasi digital semacam ini warga 

akan kesulitan mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi, sehingga 

berpotensi tertinggal. Demikian pula, tanpa sosialisasi aplikasi E-Lapor, partisipasi 

warga dalam menyampaikan laporan dan aspirasi akan minim, dan hal ini berdampak 

pada lambatnya penanganan berbagai masalah di lingkungan masyarakat. Adapun 

pelatihan administrasi RT/RW merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan 

tata kelola administrasi di tingkat lokal berjalan baik; apabila pelatihan ini tidak 

dilakukan, tata kelola administrasi lingkungan dapat melemah, transparansi 

terhambat, dan kualitas pelayanan kepada warga menurun. Berbagai contoh tersebut 

menegaskan bahwa program-program kerja Forum RT/RW dirancang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaannya diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemitraan 

antara warga dan pemerintah daerah. 

Pada akhirnya, implementasi program kerja Forum Komunikasi RT/RW yang 

efektif akan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan partisipatif di tingkat 

lokal. Melalui forum ini, masyarakat diberdayakan untuk terlibat langsung dalam 

proses pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pelaku yang 

berinisiatif mengatasi persoalan di lingkungannya. Dengan forum yang aktif dan 

program kerja yang relevan, pemerintah kelurahan dan kecamatan memperoleh mitra 

strategis dalam menggerakkan partisipasi warga, sehingga prinsip good governance 
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dan pembangunan yang berorientasi pada komunitas dapat diwujudkan secara nyata 

di lapangan. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga Tingkat Kelurahan, 

Tingkat Kecamatn dan Tingkat Kota Pekanbaru, dalam pasal 7 disebutkan Tugas dari 

Forum komunikasi forum RT & RW dalam membantu pemerintah kota pekanbaru 

dalam melaksanakan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota pekanbaru. Tugas Forum 

komunikasi RT & RW tingkat kota pekanbaru adalah melaksanakan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan 

bersama DPRD Kota Pekanbaru (Pekanbaru, 2016).  

Masalah utama yang muncul dalam pelaksanaan forum komunikasi RT-RW di 

Kecamatan Tuah Madani adalah kurangnya koordinasi antara pengurus RT/RW 

dengan pemerintah kecamatan. Dapat kita lihat dari Ketua forum jarang diajak rapat 

dalam masalah sampah, kesehatan, hukum dan lain sebagainya, bahkan pada tahun 

2024 ketua forum tidak pernah diajak rapat di kecamatan. Hal ini mengakibatkan 

ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, 

baik di bidang sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Bahkan dalam bagian kearsipan 

pun forum komunikasi RT/RW ini tidak memiliki kearsipan yang jelas.  Selain itu, 

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan forum juga menjadi isu yang 

cukup signifikan. Banyak warga yang tidak menyadari pentingnya keberadaan forum 

ini dan tidak aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan, sehingga mempengaruhi 
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efektivitas forum dalam mengatasi masalah-masalah di tingkat RT dan RW 

(Darwisyah, 2025). 

Dan masalah yang terjadi pada saekarang ini adalah hasil pemeriksaan 

Ombudsman Perwakilan Riau, ditemukan adanya praktik maladministrasi dalam 

proses pemberhentian Syamsu Burman sebagai Ketua RT 06 RW 10 oleh Lurah Air 

Putih, Zubir Yahya. Keputusan tersebut dinilai cacat prosedur, tidak berdasarkan 

aturan hukum yang jelas, serta tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam 

Peraturan Walikota Pekanbaru dan Peraturan Daerah (Riaupunya.com,2025). 

Keterbatasan sumber daya juga menjadi salah satu tantangan besar bagi forum 

komunikasi ini. Pengurus RT/RW sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai, 

serta kurangnya fasilitas yang mendukung kelancaran kegiatan forum. Tanpa 

pelatihan yang baik, pengurus kesulitan dalam mengorganisir kegiatan dan mengatasi 

berbagai masalah yang muncul di lingkungan mereka. Hal ini tentu saja mengurangi 

potensi maksimal dari forum komunikasi dalam meningkatkan kualitas hidup warga 

di Kecamatan Tuah Madani Darwisyah, 2025).  

Namun, efektivitas kinerja forum RT/RW sangat bergantung pada 

implementasi tugas dan fungsi yang semestinya dijalankan. Penelitian Zuhdi, Ferizko, 

dan Melinda (2019) di Pekanbaru menunjukkan bahwa kelembagaan RT/RW belum 

berfungsi optimal karena terbatasnya pembinaan dan pelatihan bagi pengurusnya  

misalnya dalam hal birokrasi, tata kelola, dan administrasi pemerintahan  sehingga 

banyak ketua RT/RW belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab 

mereka (Zuhdi, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa forum RT/RW perlu 

mengimplementasikan program-program peningkatan kapasitas bagi anggotanya, 
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seperti pelatihan administrasi, literasi digital, dan penguatan kompetensi 

kepemimpinan. Dengan mengagendakan pelatihan dan pendampingan tersebut, 

diharapkan profesionalisme pengurus RT/RW dapat meningkat dan berbagai program 

kerja forum (misalnya Cyber Education, sosialisasi aplikasi layanan publik, dan 

pelatihan administrasi RT/RW) dapat terlaksana dengan lebih optimal. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas 

internal forum akan mendukung terwujudnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di Kecamatan Tuah Madani secara lebih efektif. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk mengevaluasi apakah 

forum ini dapat berfungsi secara optimal dengan adanya hambatan-hambatan tersebut. 

Berikut merupakan berbagai program forum komunikasi RT-RW pada kecamatan 

Tuah Madani : 

Tabel  1.1-1 Program Forum Komunikasi RT-RW Kecamatan Tuah Madani 

Nama 

Program 

Tujuan Indikator Status Bukti 

 

Sumber 

Data 

Cyber 

Education 

Meningkatkan 

literasi digital 

pengurus RT/RW: 

mampu 

mengoperasikan 

smartphone, 

WhatsApp Group, 

dan Zoom untuk 

komunikasi/rapat 

sejalan dengan 

Perwako Pekanbaru 

1–2 kelas 

pelatihan + 

pendampingan 

daring; target 

peserta 39 ketua (8 

RW + 31 RT) di 

Kel. Tuah Madani, 

tersusunnya 

manual book 

penggunaan 

ponsel/aplikasi, 

Belum 

berjalan 

- Proposal 

PKM 

Unilak 

“Cyber 

Education 

untuk 

Forum 

RT/RW 

Kelurahan 

Tuahmadani

” (Feb 



13 
 

 

No. 152/2017 yang 

mensyaratkan ketua 

RT/RW mampu 

mengoperasikan 

smartphone. 

WAG RT/RW 

aktif respons  bisa 

bergabung rapat 

via Zoom. 

2023) 

Program 

Pengelolaan 

Sampah 

Berbasis 

RT/RW 

Mendorong 

partisipasi warga 

dalam menjaga 

kebersihan 

lingkungan melalui 

kegiatan bank 

sampah, gotong 

royong, dan 

sosialisasi 

pemilahan sampah 

rumah tangga agar 

tercipta lingkungan 

sehat dan bernilai 

ekonomi. 

Minimal 1 bank 

sampah aktif di 

setiap RW; 

terlaksananya 

gotong royong 

kebersihan; 

adanya kegiatan 

sosialisasi 

pemilahan 

sampah; jumlah 

warga penyetor 

sampah ke bank 

sampah 

meningkat. 

Sudah 

Berjalan 

(terbatas 

di 

beberapa 

RW) 

Dokumenta

si Bank 

Sampah 

Tuah Karya 

(difungsika

n juga 

sebagai 

kantor 

forum) dan 

foto 

kegiatan 

gotong 

royong 

lingkungan. 

Dokumentas

i Forum 

RT/RW & 

Laporan 

Kelurahan 

Tuah Karya. 

 

Pelatihan 

Administrasi 

RT/RW 

Meningkatkan 

kapasitas 

administrasi (arsip 

data warga, 

surat-menyurat, 

pelaporan, buku 

register) bagi ketua 

RT/RW sehingga 

pelayanan lebih 

tertib/standar. 

Bimtek untuk 39 

ketua (8 RW + 31 

RT) Kel. Tuah 

Madani indikator: 

tiap RT/RW punya 

buku administrasi 

standar & mampu 

menyusun laporan 

bulanan. (Jumlah 

RT/RW mengacu 

data Kel. Tuah 

Belum 

Berjalan 

- Basis 

perencanaan 

internal 

Forum; 

referensi 

jumlah 

RT/RW: 

dokumen 

Unilak       

(8 RW, 31 

RT). 
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Madani). 

Pembagian 

Sembako 

Gratis 

Membantu keluarga 

kurang mampu 

terdampak pandemi 

melalui penyaluran 

paket sembako 

gratis di lingkungan 

RT/RW. 

72 KK menerima 

paket (10 kg beras, 

2 L minyak, 1 

papan telur, 1 kg 

deterjen) 

penyerahan 

door-to-door oleh 

Lurah Tuah 

Madani, 

disaksikan 

Babinsa & Ketua 

RW. 

Sudah 

Berjalan 

Berita 

resmi 

Pemko (15 

Apr 2020). 

Berita resmi 

Pekanbaru.g

o.id: “RT 02 

RW 06 

Tuah 

Madani 

Bagikan 

Sembako 

Gratis”. 

Sosialisasi & 

Penguatan 

Partisipasi 

Pemilu 

Mengajak warga 

terutama pemilih 

pemula hadir di 

TPS dan menjaga 

kondusifitas bentuk 

kegiatan: sosialisasi 

langsung/online, 

spanduk & pamflet, 

penyampaian ke 

sekolah serta 

koordinasi via 

RT/RW. 

Sosialisasi oleh 

Pemcam/PPK 

Tuah Madani 

(Okt–Nov 2024) 

di Aula Kantor 

Camat target 

partisipasi ~85% 

(per pernyataan 

Camat); imbauan 

disebar melalui 

Forkompimcam, 

BKMT, PKK, 

pengurus masjid, 

serta RT/RW. 

Sudah 

Berjalan 

Beita 

kegiatan 

sosialisasi 

pemilu. 

Berita 

Pekanbaru.g

o.id & 

media lokal 

(Detil.co, 

Marwah 

Riau). 

Pelatihan 

Kewirausaha

an Kreatif 

Memberdayakan 

ekonomi warga 

(UMKM/ibu-ibu/pe

seminar/pelatihan 

UMKM di Kantor 

Camat Tuah 

Sudah 

Berjalan 

Berita 

kegiatan 

(kampus/ 

Universitas 

Pahlawan 

(MoU & 
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(UMKM) muda) melalui 

pelatihan produksi, 

manajemen usaha, 

pemasaran/digital 

marketing. 

Madani (26 Mar 

2024) pelatihan 

UMKM komunitas 

di Tuah Madani 

(29 Des 2024) 

terdapat 

MoU/kerja sama 

Kelurahan 

Universitas untuk 

pendampingan 

UMKM (10 Ags 

2023). 

media 

lokal) MoU 

kelurahan–

universitas. 

seminar 

Tuah 

Madani) dan 

OjeNews 

(pelatihan 

UMKM di 

Tuah 

Madani) 

Sumber: Diolah Penulis, 2025 

Dengan menganalisis berbagai permasalahan yang ada, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan 

pelaksanaan fungsi Forum Komunikasi RT-RW di Kecamatan Tuah Madani, 

sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan di tingkat lokal. 

Berdasarkan fakta-fakta diatas perlu dilakukan penelitian untuk dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana forum ini menjalankan 

fungsinya, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan peran forum dalam melayani masyarakat. Dengan 

demikian, Forum Komunikasi RT RW dapat lebih optimal dalam menjalankan 

fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat. Maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Program Forum Komunikasi Rt/Rw Di 

Kecamatan Tuah Madani.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana yang 

dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalahnya 

yaitu:  

1. Bagaimana pelaksanaa implementasi forum komunikasi RT RW Kecamatan Tuah  

Madani? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implemantasi forum 

komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaa fungsi forum komunikasi RT RW Kecamatan 

Tuah  Madani? 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi forum 

komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi dalam dua aspek utama yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada umumnya dan Administrasi 

Pembangunan pada khususnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

menganalisis masalah sosial di masyarakat, khususnya tentang Forum Komunikasi 

RT RW. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang sama. Selain itu, peneliti bisa 

mengembangkan kemampuan dalam mencari solusi untuk masalah yang ada di 

masyarakat. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana seharusnya Forum 

Komunikasi RT RW bekerja untuk mereka. Masyarakat bisa lebih paham tentang hak 

dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi di forum ini. 

c. Bagi pengurus RT RW 

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk memperbaiki cara kerja 

mereka dalam mengelola forum. Mereka bisa mengetahui kekurangan yang ada dan 

cara mengatasinya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

warga. Pengurus RT RW juga bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat 

program kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

d. Bagi pemerintah Kecamatan Tuah Madani 

Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi yang jelas tentang 

bagaimana Forum Komunikasi RT RW berjalan selama ini. Informasi ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang lebih baik 

dalam mendukung kegiatan forum. Selain itu, pemerintah kecamatan juga bisa 
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mengetahui masalah apa saja yang perlu diperbaiki agar forum bisa bekerja lebih 

efektif dalam melayani masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Defenisi Kebijakan 

Di era modern saat ini, kebijakan publik menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup 

berbagai bidang, seperti kesejahteraan sosial, kesehatan, perumahan, pembangunan 

ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya (Pramono, 2020). Menurut Robert Eyeston, 

kebijakan publik secara luas dapat diartikan sebagai hubungan antara suatu unit 

pemerintahan dengan lingkungannya. Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai 

serangkaian perubahan yang mencakup tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, dan 

pengendalian kebijakan. Dengan kata lain, proses tersebut adalah rangkaian peristiwa 

dinamis yang saling berkaitan (Pramono, 2020). 

Kebijakan merupakan tindakan administrasi negara yang bersumber dari 

kewenangan diskresi dan umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan 

sebagai pelaksanaan undang-undang. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa 

peraturan kebijakan pada dasarnya adalah produk tindakan tata usaha negara yang 

bertujuan untuk menyampaikan kebijakan tertulis dan berfungsi sebagai bagian dari 

operasionalisasi tugas pemerintah, tanpa mengubah atau menyimpangi peraturan 

perundang-undangan (Pramono, 2020). Kebijakan juga dapat dipahami sebagai 

rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, baik dalam konteks 

pemerintahan, organisasi, sektor swasta, maupun individu (Pramono, 2020). 
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2.2. Defenisi Kebijakan Publik 

Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan 

atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan dan peluang yang harus diatasi agar 

tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Pramono, 2020). Sementara itu, David Easton 

dalam bukunya yang berjudul The Political System menyatakan bahwa kebijakan 

publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara sah dan mengikat kepada seluruh 

masyarakat (Pramono, 2020). 

Thomas R. Dye juga memberikan pandangan bahwa kebijakan publik adalah 

segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup keputusan pemerintah baik untuk 

bertindak maupun tidak bertindak terhadap suatu isu (Pramono, 2020). 

Dari beberapa definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama 

kebijakan publik, yaitu: 

a. Kebijakan publik umumnya berfokus pada tindakan yang memiliki tujuan 

tertentu, bukan sekadar tindakan acak. 

b. Kebijakan publik mencakup rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan, bukan sekadar tindakan sporadic. 

c. Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan perumahan, 

bukan sekadar rencana atau niat . 

d. .Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Positif berarti pemerintah 

melakukan tindakan tertentu untuk menangani suatu masalah, sedangkan negatif 
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berarti pemerintah memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun meskipun 

situasi tersebut memerlukan intervensi . 

e. Kebijakan publik umumnya didasarkan pada hukum dan bersifat mengikat. Oleh 

karena itu, kebijakan publik menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. 

Pada tahap analisis kebijakan, proses analisis sangat penting untuk 

mengevaluasi implementasi kebijakan, sehingga dapat disimpulkan apakah kebijakan 

tersebut efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. 

Secara umum, kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh suatu 

lembaga pemerintah atau pejabat publik untuk dijadikan pedoman bagi aparatur 

pemerintahan dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah kebijakan sering kali 

digunakan untuk merujuk pada berbagai konsep seperti tujuan, program, 

keputusan, peraturan, usulan, atau rencana strategis (Pramono, 2020). 

2.3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Tachjan (2006), implementasi kebijakan publik dapat dipahami 

melalui beberapa model yang dikembangkan untuk menjelaskan keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijakan. Model-model tersebut antara lain: 

a. Model Top-Down (Atas ke Bawah) 

Model ini berfokus pada pihak pembuat kebijakan sebagai aktor utama dalam 

proses implementasi. Instruksi kebijakan disampaikan dari tingkat pusat ke tingkat 

pelaksana di lapangan dengan asumsi bahwa pelaksana akan mengikuti instruksi 

tersebut tanpa penyimpangan. 
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b. Model Bottom-Up (Bawah ke Atas) 

Berbeda dengan model top-down, model bottom-up melihat implementasi dari 

sudut pandang pelaksana di lapangan. Model ini menekankan pentingnya partisipasi 

pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran dalam menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

c. Model Hybrid (Campuran) 

Model ini mencoba menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses implementasi. 

Model hybrid mempertimbangkan peran aktor dari tingkat pusat hingga pelaksana 

lapangan serta interaksi antara keduanya. 

d. Model Sistemik 

Model ini melihat implementasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 

beberapa elemen yang saling berkaitan, seperti sumber daya, struktur organisasi, 

komunikasi, dan lingkungan eksternal. 

e. Model Evolusioner 

Implementasi kebijakan dilihat sebagai proses yang dinamis dan terus 

berkembang. Kebijakan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil implementasi di 

lapangan dan masukan dari para pelaksana dan kelompok sasaran. 

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa model yang 

dapat digunakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan. Berikut adalah 

penjelasan lebih mendetail mengenai model-model implementasi kebijakan publik 

berdasarkan Tachjan (2006): 
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a. Model Van Meter dan Van Horn (1975) 

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van 

Horn mengidentifikasi sejumlah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap 

pelaksanaan dan kinerja kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah: 

1) Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui 

suatu program atau kebijakan, baik dalam bentuk konkret maupun abstrak, serta 

dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan sasaran ini sangat penting 

agar hasil akhir program dapat diukur secara spesifik, sehingga dapat diketahui 

apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. 

Dalam Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani, 

standar dan sasaran kebijakan mencakup tujuan yang ingin dicapai, baik dalam bentuk 

konkret maupun abstrak, serta dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. 

Kejelasan dan spesifikasi sasaran sangat penting agar hasil program dapat diukur 

secara efektif, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan tersebut. Jika standar dan sasaran tidak jelas, maka pengukuran 

keberhasilan program akan sulit dilakukan dan potensi hambatan semakin besar. 

2) Sumber Daya 

Sumber daya mencakup dukungan finansial dan sumber daya manusia yang 

tersedia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Tantangan utamanya adalah 

menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja 

kebijakan yang optimal. Evaluasi program harus mampu mengukur efisiensi dari 

sumber daya yang digunakan. 
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Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani 

membutuhkan dukungan anggaran, fasilitas, dan tenaga pelaksana yang kompeten. 

Sumber daya finansial dan sumber daya manusia merupakan elemen penting untuk 

mendukung implementasi program. Jika alokasi anggaran minim atau sumber daya 

manusia tidak memadai, maka implementasi program akan terhambat. Evaluasi 

terhadap efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan untuk memastikan bahwa 

sumber daya tersebut dimanfaatkan secara optimal. 

3) Komunikasi Antar Badan Pelaksana 

Komunikasi antara pihak pelaksana merujuk pada prosedur yang ditetapkan 

untuk mencapai tujuan program. Mekanisme komunikasi ini harus dirumuskan secara 

jelas, termasuk frekuensi pertemuan, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Selain itu, 

komunikasi antar organisasi juga mencerminkan pentingnya koordinasi dan dukungan 

antara institusi terkait dalam pelaksanaan kebijakan. 

Komunikasi antara badan pelaksana dalam program ini merujuk pada 

koordinasi antara RT/RW, aparat kecamatan, dan dinas terkait. Jika komunikasi tidak 

efektif, misalnya melalui prosedur yang tidak jelas, minimnya rapat koordinasi, atau 

lemahnya aliran informasi, maka pelaksanaan program akan terganggu. Hambatan 

komunikasi dapat berakibat pada kesalahpahaman atau duplikasi tugas antar pihak 

terkait, sehingga perlu ada mekanisme komunikasi yang jelas dan efektif. 

4) Karakteristik Badan Pelaksana 

Karakteristik badan pelaksana merujuk pada kapasitas struktur organisasi, 

nilai-nilai yang dianut, serta pola hubungan dan komunikasi internal dalam birokrasi 

yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. 
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Badan pelaksana program terdiri dari pengurus RT/RW, aparat kecamatan, 

serta fasilitator program. Struktur organisasi, kapabilitas pengurus, serta pola 

hubungan dan komunikasi internal akan mempengaruhi kelancaran implementasi 

program. Jika struktur organisasi tidak jelas atau kompetensi pelaksana rendah, maka 

program akan sulit berjalan efektif, sehingga hambatan dapat semakin meningkat. 

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Faktor lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga 

dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik di Kecamatan Tuah Madani berpotensi menjadi faktor 

penghambat implementasi program. Misalnya, konflik kepentingan antar RT/RW, 

rendahnya tingkat ekonomi warga yang menyebabkan partisipasi menurun, atau 

intervensi politik yang menghambat pelaksanaan forum. Faktor-faktor ini perlu 

dipetakan untuk menentukan strategi mitigasi yang tepat agar implementasi program 

berjalan lancar. 

6) Sikap Pelaksana 

Sikap pelaksana merupakan elemen penting yang mencakup seberapa 

demokratis, antusias, dan responsif mereka terhadap kelompok sasaran serta 

lingkungan di sekitarnya. Sikap tersebut akan berpengaruh pada efektivitas 

implementasi kebijakan. 

Sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan program Forum Komunikasi 

RT/RW. Jika pelaksana tidak responsif terhadap aspirasi warga, tidak antusias, atau 

bersikap acuh tak acuh, maka keberhasilan program akan terancam. Sebaliknya, sikap 
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yang proaktif, terbuka, dan responsif akan memperkuat implementasi program dan 

meminimalisasi hambatan yang mungkin terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tachjan (2006) 

 

b. Model Sabatier dan Mazmanian (1979) 

Model ini menekankan pentingnya proses implementasi kebijakan sebagai 

rangkaian aktivitas yang harus dikelola secara sistematis. Terdapat beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan: 

1) Kejelasan kebijakan 

2) Dukungan dari kelompok kepentingan 

3) Stabilitas kondisi sosial-politik 

4) Kemampuan implementor dalam menerjemahkan kebijakan 

  

Komunikasi Antar Badan Pelaksana 

Ukuran dan 

Tujuan Kebijkan 

Sumber-Sumber 

Kebijakan 

Ciri Badan 

Pelaksanaan Sikap Para 

Pelaksana 

Lingkungan : Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Prestasi 

Kerja 

Gambar 2.3-1 Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn 
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c. Model Elmore (1980) 

Model ini berfokus pada pendekatan bottom-up, yaitu pendekatan yang 

melihat implementasi kebijakan dari perspektif pelaksana di lapangan. Elmore 

menganggap bahwa kebijakan akan lebih efektif jika pelaksana memiliki ruang untuk 

beradaptasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. 

d. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) 

Model ini mengembangkan pendekatan feedback dalam proses implementasi. 

Fokus utama adalah memastikan bahwa proses implementasi tidak hanya dilakukan 

sekali, tetapi juga memerlukan evaluasi dan umpan balik untuk melakukan perbaikan 

kebijakan. 

e. Model Grindle (1980) 

Grindle melihat implementasi kebijakan sebagai proses politik yang 

dipengaruhi oleh kepentingan berbagai aktor. Beberapa faktor yang dianggap penting 

oleh Grindle antara lain: 

1) Konten kebijakan 

2) Konteks implementasi 

3) Proses negosiasi antar aktor 

4) Dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran 

2.4. Relevansi Teori Model Van Meter dan Van Horn dalam Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter 

dan Van Horn sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pelaksanaan program 

Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani. Model ini relevan karena 

memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas 
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implementasi suatu kebijakan atau program berdasarkan enam variabel utama: standar 

dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar 

organisasi dan kegiatan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, 

serta disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. 

Forum Komunikasi RT/RW sebagai representasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, mengalami 

berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan, ditemukan bahwa program-program forum seperti Cyber Education, 

Sosialisasi Aplikasi E-Lapor Tuah Madani, dan Pelatihan Administrasi RT-RW 

belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan dalam 

dimensi sumber daya, komunikasi antar lembaga, serta sikap atau komitmen 

pelaksana program. 

Model Van Meter dan Van Horn menjadi alat analisis yang tepat untuk 

mengurai masalah-masalah tersebut secara sistematis. Misalnya, hambatan 

komunikasi antara ketua forum dengan pemerintah kecamatan yang berdampak pada 

perencanaan program, serta lemahnya partisipasi masyarakat, dapat dianalisis melalui 

variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Selain itu, keterbatasan 

pelatihan dan fasilitas pengurus forum menunjukkan lemahnya dukungan sumber 

daya, yang juga merupakan variabel penting dalam model ini. 

Dalam teori Van Meter dan Van Horn tidak hanya membantu menjelaskan 

mengapa pelaksanaan program Forum Komunikasi RT/RW belum optimal, tetapi 

juga memberikan petunjuk tentang faktor-faktor yang perlu dibenahi agar 

implementasi program berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penggunaan model ini 
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dalam penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana 

forum komunikasi ini mampu menjalankan fungsinya, sekaligus menawarkan dasar 

yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat. 

2.5. Organisasi Komunikasi 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan cenderung 

untuk hidup dalam masyarakat. Mereka mengatur dan mengorganisasikan kegiatan 

bersama dengan tujuan yang sama. Namun, keterbatasan kemampuan individu 

membuat mereka tidak dapat mencapai tujuan tersebut tanpa kerja sama. Oleh karena 

itu, manusia terdorong untuk hidup dalam organisasi (Zuriah, 2018). 

Joseph A. DeVito menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses 

pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok baik yang bersifat formal maupun 

informal. Komunikasi dalam organisasi bisa terjadi di antara kelompok formal atau 

informal yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi 

organisasi hanya berlaku dalam konteks internal organisasi, dan tidak berlaku di luar 

organisasi itu sendiri. 

Menurut R. Wayne Pace dan Don F. Faules, komunikasi organisasi 

merupakan perilaku yang terjadi dalam pengorganisasian di dalam suatu organisasi, di 

mana mereka yang terlibat dalam proses tersebut saling melakukan transaksi dan 

memberikan makna terhadap kejadian yang berlangsung. Oleh karena itu, komunikasi 

organisasi dapat dipahami sebagai pengiriman dan penerimaan informasi dalam suatu 

organisasi yang memiliki struktur kompleks (Irmayani & Kaliky, Nur, 2020). 

Zelko dan Dance menyebutkan bahwa komunikasi organisasi merupakan 

sistem yang saling terhubung. Terdapat dua jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu 
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komunikasi eksternal dan internal. Komunikasi ini tidak hanya ditujukan untuk pihak 

internal organisasi, namun juga bisa melibatkan pihak luar organisasi (Robert Tua 

Siregar, 2021). 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

organisasi adalah proses pengiriman pesan, baik formal maupun informal, dalam 

sebuah kelompok yang terjadi dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi, 

dengan tujuan yang sama. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada perilaku 

manusia yang bekerja dalam organisasi tersebut. 

Dalam praktik organisasi, komunikasi yang efektif merupakan prasyarat untuk 

menciptakan kerja sama yang baik demi mencapai tujuan organisasi (Hartini dkk, 

2022). Namun, meskipun demikian, komunikasi tetap menjadi tantangan besar yang 

harus dihadapi oleh setiap organisasi. 

2.6. Fungsi Organisasi Komunikasi 

Menurut Sendjaja, organisasi komunikasi memiliki empat fungsi utama yang 

dijelaskan oleh Jumrad & Mayang Sari (2019) sebagai berikut: 

a. Fungsi Informatif 

Organisasi dapat dipandang sebagai sistem yang mengolah informasi 

(information processing system), di mana setiap anggota organisasi diharapkan 

memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih akurat, dan tepat waktu. Dengan 

informasi tersebut, anggota organisasi dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih 

pasti. 

  



31 
 

 

b. Fungsi Regulatif 

Fungsi ini berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Ada 

dua hal yang memengaruhi fungsi ini. Pertama, pengawasan oleh atasan atau pihak 

manajemen yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi. Kedua, 

pesan-pesan yang bersifat regulatif yang bertujuan memberikan kepastian kepada 

bawahan mengenai peraturan pekerjaan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan. 

c. Fungsi Persuasif 

Dalam organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak selalu menghasilkan hasil 

yang diinginkan. Banyak pemimpin yang lebih memilih untuk mempersuasi 

bawahannya daripada memberikan perintah langsung. Pekerjaan yang dilakukan 

dengan sukarela sering kali menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang 

dilakukan dengan perintah kekuasaan. 

d. Fungsi Integratif 

Organisasi berusaha menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan 

karyawan menjalankan tugas dengan lebih baik. Terdapat dua jenis saluran 

komunikasi yang dapat mendukung hal ini: saluran komunikasi formal, seperti 

penerbitan internal (newsletter, bulletin) dan laporan kemajuan organisasi; serta 

saluran komunikasi informal, seperti percakapan antarpribadi saat istirahat kerja. 

Dengan adanya saluran komunikasi ini, diharapkan karyawan akan lebih terdorong 

untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi. 

  



32 
 

 

2.7. Forum Komunikasi RT & RW 

Menurut Koentjaraningrat, lembaga kemasyarakatan adalah sistem tata 

kelakuan dan hubungan yang berfokus pada aktivitas untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan dalam kehidupan manusia. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, 

lembaga kemasyarakatan merupakan kumpulan norma yang berkaitan dengan 

kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat (Rauf, 2015). 

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), 

disebutkan bahwa salah satu elemen penting dalam mendukung tugas pemerintahan 

untuk mewujudkan otonomi daerah adalah lembaga RT dan RW sebagai mitra 

pemerintah yang siap bekerja sama secara harmonis dan dinamis (Pekanbaru, 2016). 

Forum RT & RW dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menjalankan 

program-program yang telah disusun. Kelurahan bertindak sebagai pengarah bagi RT 

& RW dan membentuk organisasi Forum Komunikasi RT & RW yang menjadi 

penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Forum ini mengadakan pertemuan 

rutin untuk membahas berbagai permasalahan dan program kerja yang akan 

dilaksanakan oleh Kelurahan. Peran RT & RW sangat dibutuhkan dalam menangani 

masalah masyarakat yang melibatkan tingkat Kelurahan dan Kecamatan (Pimpinan, 

2022). 

Forum Komunikasi RT & RW membahas dan mendiskusikan berbagai isu dan 

permasalahan di wilayah masing-masing, seperti sarana dan prasarana infrastruktur, 

administrasi kependudukan, kesehatan, kebersihan, penanganan banjir, perencanaan 

program kerja, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Semua permasalahan 
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ini didiskusikan dalam forum yang telah dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah 

berharap Forum RT & RW dapat berperan aktif dalam mendukung program yang 

telah disusun. Keberadaan forum ini diharapkan dapat membantu tugas-tugas 

pemerintah, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan 

sering bersinggungan langsung dengan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa Forum RT & RW berfungsi sebagai wadah perantara antara pemerintah dan 

masyarakat. Forum ini juga berperan sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi 

masyarakat kepada pemerintah. 

Program-program pemerintah pusat kini sudah saatnya melibatkan pengurus 

RT & RW secara langsung sebagai operator atau petugas di lapangan, setelah mereka 

mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang intensif. Program seperti sensus 

penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, penyuluhan agama, kesehatan, hingga 

pendampingan keluarga harapan, sebaiknya melibatkan pengurus RT & RW sebagai 

petugas lapangan. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya manusia serta memberikan informasi yang lebih akurat kepada 

pemerintah mengenai kondisi terkini masyarakat, karena pengurus RT & RW adalah 

pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat (Zuhdi et al., 

2019). 

Forum Komunikasi RT/RW merupakan wadah organisasi di tingkat lokal 

yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 

melalui para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam perspektif 

teori komunikasi organisasi, efektivitas suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh 

kelancaran arus komunikasi vertikal maupun horizontal di dalamnya. Forum RT/RW 
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inilah yang menyediakan saluran komunikasi formal tersebut, menghubungkan 

pemerintah kelurahan/kecamatan dengan para pengurus RT/RW di lingkungan 

masing-masing. Melalui forum ini, informasi mengenai kebijakan atau program 

pemerintah dapat tersampaikan secara jelas hingga tingkat paling bawah, sementara 

aspirasi dan kebutuhan warga di tingkat RT/RW dapat diakomodasi dan disalurkan ke 

pemerintah secara terstruktur. 

Secara regulasi, pembentukan Forum Komunikasi RT/RW diatur dalam 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016. Peraturan ini menegaskan 

bahwa RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan penting 

sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam 

Pasal 7 peraturan tersebut disebutkan bahwa Forum Komunikasi RT/RW bertugas 

membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada 

tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Artinya, forum ini memiliki fungsi 

strategis untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan pelaksanaannya di 

lapangan, memastikan program-program pembangunan dapat diimplementasikan 

secara efektif melalui peran aktif RT dan RW. 

Di dalam praktiknya, Forum Komunikasi RT/RW menyelenggarakan 

pertemuan rutin sebagai media koordinasi. Berbagai isu lokal dibahas bersama dalam 

forum ini, mulai dari permasalahan sarana prasarana lingkungan, administrasi 

kependudukan, kesehatan masyarakat, kebersihan, penanganan banjir, hingga rencana 

program pemberdayaan masyarakat. Melalui diskusi kolektif, para Ketua RT/RW 

dapat menyampaikan kendala atau kebutuhan yang dihadapi warga di wilayahnya, 
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sementara aparat kelurahan/kecamatan memberikan arahan atau sosialisasi program 

yang akan dijalankan. Pemerintah sangat berharap forum ini berperan aktif 

mendukung program-program pembangunan yang telah disusun, mengingat RT/RW 

adalah pihak yang paling dekat interaksinya dengan masyarakat. Dalam hal ini, forum 

berfungsi sebagai wahana koordinasi lintas-RT/RW dan sekaligus sebagai simpul 

komunikasi antara birokrasi pemerintah dengan komunitas warga di tingkat akar 

rumput. 

Melalui fungsi-fungsinya tersebut, Forum Komunikasi RT/RW menjadi 

elemen kunci dalam struktur pemerintahan lokal. Forum ini berperan sebagai 

intermediary yang menyelaraskan komunikasi dua arah mulai dari pemerintah ke 

masyarakat (top-down) berupa sosialisasi kebijakan atau instruksi program, dan dari 

masyarakat ke pemerintah (bottom-up) berupa umpan balik, aspirasi, serta partisipasi 

warga. Dengan demikian, keberadaan Forum RT/RW memastikan bahwa aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat dapat ditampung dan diperjuangkan dalam proses pengambilan 

keputusan pemerintah secara lebih terorganisir. Singkatnya, Forum Komunikasi 

RT/RW berfungsi sebagai wadah strategis komunikasi dan koordinasi, yang 

menjamin terselenggaranya hubungan harmonis dan dinamis antara pemerintah dan 

warga pada level lokal. Fungsi ini sejalan dengan tujuan pembentukannya, yaitu 

memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan sinergi antar-

RT/RW, serta menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam kerangka kemitraan 

pemerintah dan masyarakat. 
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2.8. Dasar Hukum dan Tugas Forum RT/RW dan LPM 

Forum Komunikasi RT/RW di Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan 

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016Peraturan tersebut 

mendefinisikan Forum RT/RW sebagai “wahana yang dibentuk dan difasilitasi oleh 

kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dan 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lembaga RT dan RW yang merupakan mitra 

kelurahan dan kecamatan dalam memberdayakan masyarakat”. Sementara itu, 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diatur melalui Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005. Perda tersebut menetapkan pembentukan LPM di 

setiap kelurahan dengan kedudukan sebagai mitra pemerintah dalam bidang 

pembangunan. Dengan demikian, kedua lembaga ini memiliki dasar hukum masing-

masing yang menegaskan kedudukan dan fungsi utamanya. 

Forum Komunikasi RT/RW memiliki fungsi utama sebagai wadah koordinasi 

antara pengurus RT/RW dan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik serta 

pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Pasal 4 Perwako No. 64/2016 menyebutkan 

tujuan pembentukan Forum RT/RW, antara lain “memfasilitasi dan 

mengkoordinasikan upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat” serta 

“meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat  di wilayahnya masing-

masing”. Selanjutnya, Pasal 7 Perwako 64/2016 merinci tugas Forum Komunikasi 

RT/RW, terutama di tingkat kota, yang di antaranya meliputi: (a) “melaksanakan 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru” 

sesuai ketentuan perundang-undangan; dan (b) “memelihara ketentraman dan 
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ketertiban masyarakat serta memberikan saran dan masukan pada penyusunan 

Rancangan Perda dan Perwako”. Melalui peran tersebut, Forum RT/RW bertindak 

sebagai penghubung aspirasi warga di tingkat RT/RW sekaligus mitra pemerintah 

dalam menjaga ketertiban serta penyaluran masukan terhadap kebijakan lokal. 

Laiknya Forum RT/RW, tugas dan fungsi LPM juga ditetapkan secara spesifik 

dalam regulasi daerah. Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2005 

merinci bahwa LPM Kelurahan (LPMK) bertugas: “menyusun rencana pembangunan 

bersama masyarakat dan Pemerintah; menggerakkan dan mengoordinasikan untuk 

mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk memantau 

pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis 

masyarakat”. Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, LPM berfungsi antara lain 

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta media 

komunikasi dan informasi antara pemerintah kelurahan dengan warga. Dengan kata 

lain, LPM menjadi ujung tombak dalam menampung aspirasi serta menggerakkan 

swadaya masyarakat di tingkat kelurahan guna mendukung keberhasilan program 

pembangunan secara partisipatif. 

Secara garis besar, Forum RT/RW dan LPM memiliki peran yang berbeda 

namun saling melengkapi di lingkungan masyarakat. Forum RT/RW berfokus pada 

koordinasi antar pengurus RT/RW dan komunikasi dengan pemerintah, guna 

menunjang kelancaran tugas-tugas RT/RW sebagai mitra pemerintah. Sementara itu, 

LPM lebih berperan dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan partisipatif, yakni 

menampung aspirasi serta mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan 

di kelurahanriau.bpk.go.id. Pembagian peran yang jelas berdasarkan dasar hukum 

https://riau.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/06/perda-9-th-2005.pdf#:~:text=b,masyarakat%20serta%20antar%20warga%20masyarakat
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masing-masing ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau 

bias peran, sehingga Forum RT/RW dan LPM dapat menjalankan fungsinya secara 

optimal sesuai kewenangannya. 

2.9. Pandangan Islam tentang Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dalam perspektif Islam memiliki landasan utama pada ajaran 

Alquran dan Hadist yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia dalam berbagai 

aspek kehidupan, termasuk agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan 

kesehatan. Ajaran ini berfungsi sebagai petunjuk untuk mencapai kemajuan 

intelektual dan kultural. 

Alquran, sebagai sumber utama ajaran Islam, dapat dianggap sebagai 

kebijakan ilahi yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Alquran berisi 

pedoman hidup yang jelas, memberikan arahan dan petunjuk bagi umat Islam untuk 

menuju kehidupan yang benar dan lurus sesuai dengan kehendak Allah. 

Kebijakan publik dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan umum dan 

kesejahteraan masyarakat. Para cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali 

dan Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya pemenuhan maqashid shari‟ah dalam 

kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah atau ulil amri. 

Dalam QS. An-Nahl ayat 125, Allah berfirman : 

 اِنَّ 
ًَ احَْسَهُُۗ ًْ هِ ٍْلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَىْعِظَةِ الْحَسَىَةِ وَجَادِلْهمُْ باِلَّتِ ادُْعُ الِٰى سَبِ

ٌْهَ  ٍْلِهٖ وَهىَُ اعَْلمَُ باِلْمُهْتدَِ  رَبَّكَ هىَُ اعَْلمَُ بِمَهْ ضَلَّ عَهْ سَبِ

Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang 

baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya 
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Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. 

Allah menyerukan agar umat Islam mengajak orang lain kepada jalan-Nya 

dengan bijaksana dan penuh kebaikan. Ayat ini mengandung prinsip bahwa 

penyampaian kebijakan hendaknya dilakukan dengan hikmah dan cara yang baik agar 

tujuan kebijakan dapat diterima oleh masyarakat. 

Dalam QS. Huud ayat 6, Allah berfirman : 

ًْ كِتٰبٍ  هاَ وَمُسْتىَْدَعَهاَُۗ كُلٌّ فِ ِ رِزْقهُاَ وٌَعَْلمَُ مُسْتقَرََّ
ٍْهٍ مَا مِهْ دَاۤبَّةٍ فىِ الْْرَْضِ الَِّْ عَلىَ اّللّٰ بِ   مب

Artinya : Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin 

rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat 

penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). 

Pada ayat yersebut konsep kebijakan dalam Islam juga tercermin bahwa 

kesejahteraan tidak hanya ditujukan bagi manusia, tetapi juga bagi semua makhluk 

ciptaan-Nya. Kebijakan publik yang Islami harus mencakup kesejahteraan spiritual, 

sosial, dan lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan 

ukhrawi. 

Terdapat enam prinsip utama yang harus diperhatikan dalam merumuskan 

kebijakan publik menurut perspektif Islam: 

a. Ketuhanan (Ilahiah): Setiap kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan 

dan mengutamakan ketaatan kepada Allah. 

b. Kemanusiaan (Insaniah): Kebijakan harus bertujuan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan umat manusia, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. 
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c. Keseimbangan (Tawazun): Kebijakan publik harus memperhatikan keseimbangan 

antara berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun material. 

d. Keadilan (Al-„Adalah): Kebijakan harus dilaksanakan secara adil, tidak 

diskriminatif, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta ketuhanan. 

e. Pelayanan (Al-Khadimah): Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus 

memastikan kebijakan publik berfokus pada pelayanan yang baik dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

f. Keteladanan (Uswah Al-Hasanah): Pemimpin sebagai pembuat kebijakan harus 

menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan sikap amanah dan adil. 

QS. Al-Isra ayat  53, Allah berfirman :   

ٍْطٰهَ كَانَ  ٍْىهَمُُْۗ انَِّ الشَّ ٍْطٰهَ ٌىَْسَغُ بَ ًَ احَْسَهُُۗ انَِّ الشَّ ًْ هِ وَقلُْ لِّعِباَدِيْ ٌقَىُْلىُا الَّتِ

ٍْىًّا بِ ا مب وْسَانِ عَدُوًّّ  للِِْْ

Artinya : Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan 

yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan 

perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang 

nyata bagi manusia. 

Ayat tersebut mengingatkan agar manusia selalu berkata baik dan menghindari 

pertikaian, karena setan berusaha menciptakan perpecahan di antara manusia. Ayat ini 

juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik agar 

dilakukan dengan cara yang baik, jelas, dan santun agar mudah diterima oleh 

masyarakat. 
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2.10. Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian Nisa Utami, Wayan Suadnya, dan Ida Ayu Sutarini (2024) berjudul 

“Komunikasi Partisipatif pada Organisasi Forum Anak dalam Implementasi 

Kebijakan Kabupaten Layak Anak” menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

mengkaji bagaimana Forum Anak berperan dalam menyuarakan hak-hak anak di 

Lombok Timur. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip komunikasi 

partisipatif, seperti dialog, voice, dan action-reflection-action, dalam 

menyukseskan implementasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak. 

Forum Anak terbukti menjadi ruang efektif untuk aspirasi dan pelibatan 

masyarakat, khususnya anak-anak, dalam perencanaan kebijakan. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus substansi dan 

pendekatan. Penelitian Nisa menekankan pentingnya proses komunikasi 

partisipatif dalam forum anak sebagai pelaksana kebijakan perlindungan anak. 

Sementara penelitian ini menyoroti faktor-faktor penghambat implementasi 

program di forum RT/RW dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn, 

yang mencakup variabel sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan 

karakteristik pelaksana. 

b. Penelitian Nur Qalbi Talib, Sri Rahayu Suparman, dan Putri Pratiwi (2024) 

berjudul “Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten 

Pangkep” bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan Kabupaten/Kota Sehat 

dijalankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan terganggu 

karena keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan komunikasi 

yang tidak efektif di tingkat kecamatan dan desa. Model implementasi kebijakan 
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yang digunakan mengacu pada prinsip komunikasi vertikal-horizontal dan 

efektivitas sumber daya pelaksana. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada konteks dan struktur organisasi 

yang diteliti. Penelitian Nur Qalbi fokus pada forum lintas sektor dalam sistem 

kesehatan kabupaten, sedangkan penelitian ini menelaah forum RT/RW sebagai 

entitas sosial kemasyarakatan lokal. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam 

mengidentifikasi hambatan seperti koordinasi yang lemah, partisipasi rendah, dan 

ketimpangan distribusi sumber daya yang dalam penelitian ini dianalisis lebih 

sistematis menggunakan model Van Meter dan Van Horn. 

c. Penelitian Indah Sari, A. Hardoko, dan Edi Rachmad (2024) berjudul 

“Implementasi Paguyuban dan Nilai Paguyuban pada Forum Komunikasi Dayak 

Lundayeh di Desa Singai Trang, Kalimantan Utara” menggambarkan keberhasilan 

forum komunikasi dalam membentuk solidaritas sosial dan nilai kekeluargaan. 

Forum ini menekankan penguatan relasi sosial berbasis adat dan nilai gotong 

royong dalam komunitas Dayak Lundayeh. Hasilnya menunjukkan efektivitas 

forum dalam menjaga kohesi sosial dan menjawab kebutuhan lokal. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada titik berat pembahasan. 

Penelitian Indah Sari menyoroti nilai-nilai budaya sebagai kekuatan utama dalam 

keberhasilan forum komunikasi. Sementara penelitian ini lebih menelaah forum 

RT/RW sebagai bagian dari sistem pemerintahan formal yang menghadapi 

hambatan struktural dan administratif dalam implementasi program. Penelitian ini 

menekankan pada ketidakefisienan birokrasi dan keterbatasan pelatihan yang 

dianalisis melalui variabel implementasi kebijakan. 
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2.11. Defenisi Konsep 

a. Forum Komunikasi RT/RW 

Forum Komunikasi RT/RW merupakan wadah koordinasi dan konsultasi 

antara ketua RT dan RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

pemberdayaan masyarakat. Menurut Kusnadi (2018), forum ini berfungsi sebagai 

sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat serta berperan 

dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam praktiknya, 

forum ini memiliki beberapa karakteristik penting: pertama, sebagai media koordinasi 

program pembangunan di tingkat RT/RW; kedua, sebagai wadah aspirasi masyarakat; 

dan ketiga, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

partisipatif. Hidayat (2020) menambahkan bahwa forum komunikasi RT/RW juga 

berperan sebagai katalisator dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan 

masyarakat, terutama dalam implementasi program-program pembangunan di tingkat 

grassroot. 

b. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program 

Analisis faktor-faktor penghambat implementasi program merupakan proses 

kajian sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi elemen-

elemen yang menghambat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. 

Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu pendekatan konseptual yang 

digunakan untuk memahami proses implementasi kebijakan secara sistematis. Model 

ini menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi dipengaruhi oleh 

interaksi dari enam variabel utama: (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber 
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Daya, (3) Komunikasi Antar Badan Pelaksana, (4) Karakteristik Badan Pelaksana (5) 

Lingkungan : Sosial, Ekonomi dan Politik, (6) Sikap Pelaksanaan. 

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi program dapat muncul dari 

lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pemahaman terhadap tujuan 

kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran, serta rendahnya 

partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan mengkaji sejauh 

mana variabel-variabel tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang 

telah dirancang. 

Penerapan model Van Meter dan Van Horn dalam penelitian ini membantu 

mengungkap secara sistematik hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

implementasi program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani. 

Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang 

berbasis bukti untuk peningkatan efektivitas program dan pencapaian tujuan 

pembangunan yang lebih optimal di tingkat lokal. 

c. Kecamatan Tuah Madani 

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah kabupaten atau kota, yang dipimpin oleh camat. Dalam konteks penelitian ini, 

Kecamatan Tuah Madani menjadi lokus penelitian untuk menganalisis efektivitas 

forum komunikasi RT/RW. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Suryanto 

(2021) menjelaskan bahwa kecamatan memiliki peran strategis dalam: (1) Koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, (2) Pelayanan publik, (3) Pemberdayaan masyarakat 
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kelurahan/desa, dan (4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam 

konteks forum komunikasi RT/RW, kecamatan berperan sebagai fasilitator dan 

pembina dalam mengoptimalkan fungsi forum tersebut. 

2.12. Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis Faktor-

Faktor 

Penghambat 

Implementasi 

Program Forum 

Komunikasi 

RT/RW Di 

Kecamatan Tuah 

Madani  

Berdasarkan 

Model  Model 

Van Meter dan 

Van Horn 

(Tachjan, 2006) 

1. Standar dan 

Sasaran 

Kebijakan 

 

a. Kejelasan program yang harus dilaksanakan 

(misal: Cyber Education, Pelatihan 

Administrasi RT/RW)  

b. Pemahaman ketua RT/RW terhadap tujuan 

forum komunikasi  

c. Kesesuaian antara tujuan program dan 

kebutuhan masyarakat 

2. Sumber Daya 

 

a. Ketersediaan dana dan fasilitas  

b. Kompetensi SDM (pengurus RT/RW)  

c. Ketersediaan pelatihan atau bimbingan teknis 

3. Komunikasi 

Antar Badan 

Pelaksana 

 

 a. Intensitas rapat koordinasi antara forum 

dengan kelurahan/kecamatan  

b. Alur informasi antara RT/RW, forum, dan 

pemerintah  

c. Kendala dalam penyampaian informasi dan 

instruksi 

4.  Karakteristik 

Badan 

Pelaksana 

a. Struktur organisasi forum yang jelas  

b. Peran dan tanggung jawab masing-masing 

anggota forum  

c. Profesionalisme dan komitmen pengurus 

forum 

5. Lingkungan : 

Sosial, 

Ekonomi dan 

Politik 

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan forum 

b. Dukungan tokoh masyarakat dan lembaga 
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local 

c. Pengaruh dinamika politik lokal terhadap 

keberlangsungan forum 

6. Sikap 

Pelaksanaan 

a. Komitmen pengurus forum dalam 

menjalankan program  

b. Tanggapan pengurus terhadap kebijakan 

pemerintah  

c. Kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat 

Sumber : Tachjan (2006) 

2.13. Kerangka Berpikir 

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai alur berfikir yang 

digunakan dalam penelitian ini. Pelaksanaan fungsi forum komunikasi RT & RW di 

Kecamatan Tuah Madani. 

Analisis Pelaksanaan Fungsi Forum Komunikasi RT RW Kecamatan 

Tuah Madani 

Teori Model Implementasi Van Meter dan Van Horn 

(Tachjan, 2006) 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

2. Sumber Daya 

3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana 

4. Karakteristik Badan Pelaksana 

5. Lingkungan : Sosial, Ekonomi dan Politik 

6. Sikap Pelaksanaan 

 

 

Maksimal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan 

analisa data kualitatif, yaitu yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau 

yang sebenarnya terjadi tentang analisa pelaksanaan fungsi forum komunikasi RT 

RW Kecamatan Tuah Madani. Pemilihan metode ini karena deskriptif dimaksud 

untuk mengetahui secara cermat terhadap fenomena yang terjadi. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi tepat (Sedarmayanti, 2002;3). 

Sedangkan menurut Effendy (2010: 17) metode kualitatif memberikan pengertian 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis 

perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, 

pemahaman, atau pemikiran dan persepsi atau tangapan.  

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan dilakukan di forum komunikasi RT & RW di 

Kecamatan Tuah Madani Sedangkan waku pelaksanaan dari penelitian ini 

dilaksanakan setelah proposal ini di seminarkan. 

3.3 Informan dan Key Informan penelitian 

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan 

Suwandi (2008:86) Informan atau narasumber adalah orang yang dijadikan untuk 
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memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian sedangkan. Sedangkan 

menurut (Nazir, 2005:55) informan penelitian adalah subyek yang memahami 

informasi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan 

informan, untuk key informan dalam penelitian ini yaitu lurah dengan mengunakan 

teknik purposive sampling. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yang 

menjadi informan penelitian utama (Key Informan) adalah 

Tabel  3.3-1 Jumlah Informan dalam Penelitian 

No Nama Jabatan Keterangan 

Tambahan 

1 Sarjono, SE., M.M Ketua LPM Keluarahan 

Sidomulyo Barat 

Berusia 53 Tahun 

2 Baharuddin  Ketua LPM Forum RT RW 

kelurahan Sidomulyo Barat 

Dilantik oleh Lurah 

Edy Fachri pada 5 

Februari 2023 (periode 

2023–2026)  berusia 65 

Tahun 

3 H. Akuan Mukerin Ketua Forum RT RW 

kelurahan tuah karya 

- 

4 Tengku Ruzen, SE KASI TRANTIP 

(perwakilan kecamatan) 

- 

5 Effendi M.pd Tokoh Masyarakat Berusia 65 Tahun 

6 Eddrison Ketua LPS Forum RT RW 

kelurahan Sidomulyo Barat 

Berusia 53 Tahin 

(Sumber: Penulis, 2025) 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2017). Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau 

evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative 

(Firmansyah & Dede, 2022). 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang penulis dapatkan dari responden di Kelurahan 

Kecamatan Tuah Madani. 

b. Data sekunder digunakan sebagai sumber informasi tambahan yang melengkapi 

data primer. Sumber data sekunder yang dimanfaatkan meliputi dokumentasi 

kegiatan forum, arsip dari pihak kecamatan, buku-buku atau literatur terkait, serta 

peraturan daerah yang relevan dengan program tersebut. Secara akademik, data 

sekunder bertujuan memberikan landasan teoretis dan konteks faktual bagi 

penelitian, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif serta temuan dari data 

primer dapat diverifikasi atau dilengkapi. Menurut Sugiyono (2017), data 

sekunder merupakan “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data,” di mana sifatnya mendukung keperluan data primer, misalnya 

berupa buku, literatur, atau dokumen terkait.  

Penelitian ini didukung oleh berbagai data sekunder yang memperkuat analisis 

mengenai implementasi program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah 

Madani. Secara hukum, forum ini berlandaskan pada aturan-aturan daerah yang 
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relevan. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang pembentukan 

Forum Komunikasi RT/RW di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota menjadi dasar 

hukum utama pembentukan forum tersebut (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2016). 

Regulasi ini menetapkan peran forum sebagai wahana koordinasi untuk membantu 

tugas pemerintahan di tingkat lokal, seperti pelayanan publik, sosial, dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Di samping itu, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 

mengatur mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan. 

Dengan adanya Perda ini, kedudukan LPM sebagai mitra pemerintah di bidang 

pembangunan diperjelas, sehingga forum RT/RW dan LPM masing-masing memiliki 

landasan hukum tersendiri yang saling melengkapi fungsinya. Selain dua regulasi di 

atas, terdapat pula ketentuan lain yang mendukung konteks operasional forum, 

misalnya Perwako Pekanbaru No. 152 Tahun 2017 yang mendorong peningkatan 

kapasitas digital pengurus RT/RW (mensyaratkan ketua RT/RW mampu 

mengoperasikan smartphone). Ketentuan ini menjadi acuan dalam program 

peningkatan kompetensi pengurus forum di era digital. 

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan 

Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis utama. Model Van Meter dan 

Van Horn (1975, dikutip dalam Tachjan, 2006) menguraikan enam variabel kunci 

yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: standar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik badan 

pelaksana, lingkungan sosial-ekonomi-politik, dan sikap atau disposisi pelaksana. 

Penggunaan teori ini membantu peneliti mengidentifikasi secara sistematis faktor-
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faktor penghambat dalam pelaksanaan program Forum Komunikasi RT/RW. Melalui 

model ini, misalnya, dapat dianalisis apakah hambatan muncul akibat komunikasi 

yang tidak efektif antara pengurus forum dan pihak kecamatan, keterbatasan sumber 

daya dan dukungan, karakteristik organisasi forum, maupun pengaruh kondisi 

lingkungan dan partisipasi masyarakat setempat. 

 Kerangka teori Van Meter dan Van Horn tersebut memberikan landasan 

konseptual yang kokoh, sehingga peneliti dapat mengevaluasi implementasi program 

secara komprehensif dan terarah sesuai variabel-variabel implementasi kebijakan 

yang telah teruji di literatur. 

Selain landasan hukum dan teori, data sekunder empiris berupa dokumen-

dokumen resmi daerah dan informasi statistik juga dimanfaatkan untuk menunjang 

penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumen forum dan kelurahan/kecamatan yang 

relevan, antara lain: Surat Keputusan (SK) Lurah mengenai pembentukan dan susunan 

pengurus Forum Komunikasi RT/RW di Tuah Madani, struktur organisasi forum, 

serta berbagai dokumentasi kegiatan forum. Contoh dokumen yang digunakan adalah 

SK penetapan Ketua Forum RT/RW beserta lampiran struktur kepengurusan forum, 

dokumentasi program kerja forum di lapangan, hingga laporan atau notula hasil 

pertemuan rutin RT/RW. Penelitian ini juga merujuk pada proposal program yang 

terkait dengan kegiatan forum sebagai bahan data sekunder. 

 Sebagai contoh, proposal program “Cyber Education untuk Forum RT/RW 

Kelurahan Tuah Madani” (2023) digunakan untuk melihat rencana peningkatan 

literasi digital bagi para ketua RT/RW program ini sejalan dengan kebijakan 

pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik. Di samping itu, dokumentasi 
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kegiatan seperti foto dan laporan program Bank Sampah yang dikelola forum 

(menunjukkan peran forum dalam program kebersihan lingkungan) dan arsip laporan 

kelurahan ikut dijadikan referensi. Kehadiran dokumen-dokumen resmi dan arsip 

lokal ini berperan memberikan bukti empiris tentang pelaksanaan program forum, 

kondisi internal forum, serta kendala operasional yang dihadapi di tingkat kelurahan 

dan kecamatan.  

Dengan menelaah dokumen tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana 

forum dibentuk, program apa saja yang telah direncanakan atau dilaksanakan, serta 

sejauh mana keterlibatan dan dukungan pemerintah setempat dalam forum, sehingga 

analisis faktor penghambat dapat didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. 

Terakhir, data statistik dan laporan instansi resmi dimanfaatkan untuk 

menggambarkan kondisi demografis dan administratif wilayah studi sebagai konteks 

penting penelitian. Sumber data ini mencakup publikasi dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan dinas terkait di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan Pekanbaru dalam 

Angka 2024 (terbitan BPS Kota Pekanbaru) yang berisi data luas wilayah, jumlah 

penduduk, serta kondisi sosial-ekonomi Kota Pekanbaru terkini. Dari data BPS 

tersebut diketahui, misalnya, bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2023 

mencapai sekitar 1,14 juta jiwa dengan rata-rata kepadatan ±1.810 jiwa/km², dan 

Kecamatan Tuah Madani sendiri memiliki kepadatan penduduk relatif lebih rendah 

karena merupakan wilayah pemekaran baru.  

Selain itu, publikasi BPS dan sumber lokal menyediakan angka jumlah RT 

dan RW di Kecamatan Tuah Madani  pada tahun 2022 terdapat 97 RW dan 439 RT 

(total 536 ketua RT/RW) yang tergabung dalam forum ini (Badan Pusat Statistik Kota 
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Pekanbaru, 2022). Angka tersebut penting untuk menunjukkan skala forum dan 

luasnya jaringan yang harus dikoordinasikan dalam implementasi program. Data 

kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 

(Disdukcapil) tahun 2022 juga digunakan, misalnya mencatat total penduduk 

Pekanbaru sekitar 1,107 juta jiwa pada tahun tersebut (Disdukcapil Kota Pekanbaru, 

2022) dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Informasi dari Portal Resmi 

Pemerintah Kota Pekanbaru (2022) turut melengkapi gambaran administrasi 

kependudukan, seperti rata-rata jumlah penduduk yang pindah datang (masuk) dan 

pindah pergi (keluar) setiap bulannya. 

 Penggunaan data statistik dan laporan resmi ini berperan memberikan konteks 

faktual mengenai karakteristik wilayah Tuah Madani dan Kota Pekanbaru secara 

umum  mulai dari besaran populasi, kepadatan, hingga struktur pemerintahan lokal. 

Data sekunder kuantitatif tersebut membantu peneliti memahami tantangan 

lingkungan implementasi, misalnya besarnya populasi yang harus dilayani forum, 

dinamika kependudukan, dan kebutuhan layanan di kecamatan baru. Dengan 

demikian, gabungan seluruh data sekunder landasan hukum, teori model 

implementasi, dokumen forum resmi, serta data statistik dari instansi terpercaya 

saling melengkapi dalam menunjang penelitian ini.  

Masing-masing komponen data tersebut memainkan perannya: regulasi 

memberikan kerangka normatif, teori menyediakan kerangka analitis, dokumen lokal 

menghadirkan bukti empiris lapangan, dan statistik menawarkan konteks makro 

wilayah. Hal ini memungkinkan analisis faktor-faktor penghambat implementasi 
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program Forum Komunikasi RT/RW di Tuah Madani dilakukan secara lebih 

mendalam, terukur, dan terpadu berdasarkan sumber informasi yang komprehensif. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Menurut Creswell (2012: 254) observasi kualitatif adalah kegiatan yang 

dilakukan peneliti ketika turun langsung ke lapangan untuk dapat mengamati dari 

perilaku dan aktivitas individu yang berada di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, 

peneliti mencatat dan merekam secara terstruktur maupun semi terstruktur. Pada 

umumnya observasi dalam penelitian ini bersifat open-ended dengan cara peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada subjek penelitian yang didalamnya 

memungkinkan untuk memberikan pandangan dan pengetahuan. Penelitan melakukan 

kegiatan observasi pada forum konubikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani. 

1) Pelaksanaan Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilaksanakan oleh peneliti sebagai bagian dari metode 

pengumpulan data kualitatif. Peneliti terjun langsung ke Kecamatan Tuah Madani 

untuk mengamati implementasi program Forum Komunikasi RT/RW serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Kegiatan observasi 

dilakukan selama penelitian berlangsung (sekitar Mei–Juli 2025) dengan 

mengunjungi lokasi-lokasi terkait forum, mencatat kondisi di lapangan, serta 

merekam aktivitas forum baik melalui catatan tertulis maupun dokumentasi foto. 

Seluruh pengamatan dilakukan secara langsung (first-hand) dan terstruktur sesuai 

fokus penelitian, sehingga data observasi yang diperoleh dapat memperkuat temuan 

hasil wawancara dan dokumentasi resmi. 
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2) Observasi Kegiatan Rapat dan Partisipasi Forum 

Salah satu fokus observasi adalah kegiatan rapat koordinasi Forum 

Komunikasi RT/RW. Peneliti menghadiri pertemuan forum tingkat kecamatan yang 

diselenggarakan di aula Kantor Camat Tuah Madani (Gambar 5.15). Rapat tersebut 

dihadiri oleh para Ketua Forum RT/RW dari setiap kelurahan se-Kecamatan Tuah 

Madani serta perwakilan kecamatan. Peneliti mengamati bahwa rapat forum 

dilaksanakan secara insidental (tidak terjadwal rutin setiap bulan) dan hanya diadakan 

ketika dianggap perlu oleh pihak kecamatan. Keteraturan dan frekuensi rapat yang 

rendah ini menunjukkan belum optimalnya fungsi forum sebagai wadah komunikasi 

yang terstruktur. Dalam rapat yang diamati, misalnya, peneliti mencatat bahwa 

agenda pertemuan lebih banyak bersifat administratif dan koordinatif terbatas, tanpa 

pembahasan program kerja strategis yang mendalam. 

Tingkat partisipasi pengurus forum yang hadir juga diamati melalui daftar 

hadir rapat (Gambar 5.16). Dari daftar hadir tersebut tampak bahwa hanya sebagian 

pengurus yang aktif hadir sejalan dengan temuan penelitian bahwa sekitar 30–50% 

saja anggota forum yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Banyak Ketua RT/RW 

atau pengurus lainnya tidak hadir dalam rapat, menandakan rendahnya partisipasi 

dan minimnya komitmen sebagian anggota forum. Kondisi ini mengindikasikan 

hambatan dalam implementasi program forum, karena kurangnya keterlibatan anggota 

akan mengurangi efektivitas penyampaian aspirasi dan koordinasi program di tingkat 

akar rumput. Observasi juga menunjukkan bahwa tidak ada jadwal rapat tetap yang 

diumumkan jauh hari; rapat dilakukan “sesuai kebutuhan”. Hal ini membuat 
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kontinuitas komunikasi forum terganggu dan tindak lanjut program menjadi tidak 

konsisten. 

3) Observasi Sarana Prasarana dan Sekretariat Forum 

Peneliti juga mengamati ketersediaan sarana prasarana yang mendukung 

operasional forum. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Forum 

Komunikasi RT/RW tidak memiliki kantor atau sekretariat khusus di kecamatan 

maupun di beberapa kelurahan. Sebagai contoh, di Kelurahan Tuah Karya forum 

memanfaatkan sebuah bangunan Bank Sampah sebagai sekretariat sementara 

(Gambar 5.12). Peneliti mendatangi lokasi sekretariat tersebut yang terletak di RW 2 

Kelurahan Tuah Karya, dan menemukan bahwa tempat itu berfungsi ganda: selain 

sebagai bank sampah (tempat pengelolaan sampah daur ulang oleh warga), juga 

dipakai sebagai kantor forum. Tidak tersedianya ruang kantor yang layak memaksa 

forum menggunakan fasilitas seadanya, seperti ruang tamu rumah pengurus atau balai 

warga, untuk menjalankan kegiatan administrasi. Kondisi ini menjadi hambatan 

implementasi program, karena tanpa sekretariat tetap forum kesulitan menyimpan 

dokumen, mengelola administrasi, dan berkoordinasi secara rutin. 

Situasi serupa diamati di Kelurahan Sidomulyo Barat, di mana forum 

menumpang di kantor LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) setempat sebagai 

sekretariat (Gambar 5.14). Peneliti berkunjung ke kantor LPM Kelurahan Sidomulyo 

Barat dan melihat ruangan sekretariat bersama tersebut. Fasilitas ruang rapat atau 

sekretariat yang digunakan bersifat bersama (multi-fungsi) dengan kegiatan lain, 

sehingga forum hanya dapat menggunakan ruangan pada jadwal tertentu dan tidak 

memiliki kendali penuh atas fasilitas. Hal ini membatasi aktivitas forum, misalnya 
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sulit mengadakan rapat mendadak atau menyimpan arsip forum secara terorganisir di 

tempat itu. Secara umum, hasil observasi fasilitas di berbagai kelurahan 

memperlihatkan minimnya dukungan sarana prasarana bagi forum: tidak ada kantor 

khusus, tidak ada peralatan administrasi memadai, dan bahkan papan nama atau 

atribut resmi forum nyaris tidak terlihat. Ketiadaan dukungan fasilitas fisik ini 

menunjukkan rendahnya komitmen institusional dari pemerintah lokal terhadap forum 

RT/RW, sehingga implementasi program forum sangat terbatas oleh kondisi lapangan 

yang serba kekurangan. 

4) Observasi Media Komunikasi Forum 

Selain sarana fisik, peneliti mengamati bagaimana forum RT/RW menjalankan 

komunikasi internal dan dokumentasi kegiatannya. Berdasarkan pengamatan, forum 

lebih banyak mengandalkan media komunikasi informal seperti grup WhatsApp untuk 

koordinasi antar pengurus. Peneliti diberi akses untuk melihat Grup Ketua Forum se-

Kecamatan Tuah Madani (Gambar 5.13), yang berisi para ketua forum RT/RW dari 

setiap kelurahan dan perwakilan kecamatan. Tampak bahwa grup percakapan tersebut 

digunakan untuk berbagi informasi singkat, undangan rapat, dan dokumentasi foto 

kegiatan forum. Misalnya, pengumuman rapat dan hasil keputusan sering kali hanya 

disebarluaskan melalui pesan WhatsApp, tanpa dilengkapi surat resmi atau notulen 

tertulis. Pemanfaatan media sosial ini terpaksa dilakukan karena kurangnya dukungan 

alat komunikasi formal (seperti tidak adanya website forum, buletin, atau sistem 

informasi resmi). Observasi peneliti mencatat bahwa dokumentasi kegiatan forum 

seperti foto rapat, daftar hadir, atau notulen  sebagian besar diunggah dan disimpan 

secara digital informal di grup tersebut. 
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Mengandalkan WhatsApp sebagai sarana koordinasi memang praktis dan 

cepat, namun peneliti menilai hal ini juga merupakan indikator kendala pelaksanaan 

program. Tidak adanya platform komunikasi resmi menandakan bahwa forum 

berjalan dengan infrastruktur komunikasi minimal. Akibatnya, arsip dan kontinuitas 

informasi tidak terjamin  data di grup rentan terlewat atau hilang dalam percakapan. 

Selain itu, komunikasi berbasis media sosial cenderung tidak terstruktur dan 

tergantung pada siapa yang aktif di grup. Observasi ini sejalan dengan temuan bahwa 

forum harus mandiri dalam dokumentasi dan minim pendampingan teknis dari 

pemerintah. Dengan demikian, hambatan dalam komunikasi antar badan pelaksana 

forum menjadi nyata: tanpa dukungan sistem komunikasi yang baik, penyebaran 

informasi dan koordinasi kegiatan forum tidak optimal. 

5) Observasi Dokumen Resmi dan Struktur Organisasi Forum 

Sebagai bagian dari observasi, peneliti juga meninjau dokumen-dokumen 

resmi forum dan struktur kelembagaan yang ada. Di Kantor Kelurahan Tuah Karya, 

peneliti memeriksa keberadaan Surat Keputusan (SK) penunjukan Ketua Forum 

RT/RW. Hasil pengamatan mengonfirmasi bahwa SK Ketua Forum Kelurahan Tuah 

Karya memang diterbitkan oleh pihak Kecamatan Tuah Madani (Gambar 5.17). 

Dokumen SK tersebut memuat pengesahan susunan pengurus forum tingkat 

kelurahan, termasuk Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi bidang. Adanya 

SK resmi ini memberikan legalitas terhadap pembentukan forum, menandakan bahwa 

secara administratif forum telah diakui oleh pemerintah setempat. Peneliti 

mendokumentasikan SK ini sebagai bukti bahwa forum memiliki landasan hukum 

operasional di setiap kelurahan. Namun, observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa 
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meski secara dokumen struktur organisasi forum sudah dibentuk, penerapannya di 

lapangan belum berjalan efektif. Hal ini tampak dari wawancara dan pengamatan 

keterlibatan pengurus forum: banyak pengurus tidak melaksanakan tugas sesuai peran 

yang tertera di struktur. Dengan kata lain, struktur organisasi forum masih bersifat 

formalitas di atas kertas, belum diikuti implementasi fungsi yang semestinya. 

Peneliti juga mengamati struktur organisasi forum yang dipajang di kelurahan 

sebagai bagian dari transparansi informasi (Gambar 5.18). Struktur Forum Kelurahan 

Tuah Karya misalnya, ditampilkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan posisi 

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang (seperti Seksi Sosial, 

Ekonomi, Keamanan, dll.). Observasi langsung terhadap bagan ini memperlihatkan 

bahwa secara ideal forum telah memiliki pembagian tugas. Akan tetapi, ketika 

peneliti mencocokkan dengan praktik di lapangan, terungkap bahwa pembagian tugas 

tersebut tidak terlaksana dengan baik. Dalam diskusi informal saat observasi, Ketua 

Forum Tuah Karya mengakui bahwa partisipasi pengurus sangat rendah (hanya 

sekitar 30% yang aktif) dan banyak anggota tidak memahami secara jelas tugas 

masing-masing. Minimnya sosialisasi dan internalisasi job description menyebabkan 

beberapa fungsi jabatan di struktur tidak berjalan. Sebagai contoh, bendahara forum 

tidak aktif mengelola kas secara rutin, dan koordinator bidang tidak memiliki program 

kerja tetap. Peneliti mencatat tidak adanya dokumen panduan tugas atau rincian 

tertulis yang dibagikan kepada pengurus sebagai salah satu faktor penyebab 

kebingungan peran. 

Dari observasi dokumen dan struktur kelembagaan ini, dapat disimpulkan 

bahwa kendala implementasi program forum juga bersumber dari aspek kelembagaan 
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internal. Meskipun surat keputusan dan struktur organisasi telah ada (menunjukkan 

dukungan awal dari pemerintah kecamatan), tanpa penguatan tata kelola forum 

tersebut belum efektif. Peneliti melihat tidak ada mekanisme evaluasi kinerja 

pengurus atau pelatihan khusus setelah SK dikeluarkan, sehingga struktur forum 

cenderung menjadi simbolis saja. Hal ini selaras dengan hambatan yang teridentifikasi 

dalam penelitian: kekosongan kepemimpinan aktif, dominasi beberapa orang saja, dan 

tidak adanya regenerasi atau penegasan peran membuat program-program forum sulit 

diimplementasikan dengan baik. 

6) Relevansi Temuan Observasi dengan Fokus Penelitian 

Seluruh temuan observasi di atas memiliki relevansi kuat terhadap fokus 

penelitian, yakni implementasi program Forum Komunikasi RT/RW dan faktor-faktor 

penghambatnya di Kecamatan Tuah Madani. Pertama, aspek pelaksanaan program: 

observasi menunjukkan bahwa kegiatan forum yang terlaksana lebih banyak bersifat 

insidental dan sosial (misalnya gotong royong atau pertemuan ad hoc), sementara 

program strategis seperti pelatihan administrasi atau literasi digital tidak terlihat di 

lapangan. Hal ini mengindikasikan implementasi program belum optimal, konsisten 

dengan hasil analisis bahwa forum lebih berfungsi sebagai wadah seremonial 

ketimbang agen perubahan. Kedua, dari aspek hambatan: temuan observasi 

memperjelas berbagai kendala nyata, antara lain: rendahnya partisipasi pengurus 

(terlihat dari sepinya kehadiran rapat dan minimnya anggota aktif), ketiadaan 

dukungan anggaran dan fasilitas (forum tidak punya kantor, pendanaan swadaya 

minimal), komunikasi antar pelaksana yang lemah (hanya mengandalkan grup 

WhatsApp, tanpa sistem resmi), serta kelemahan struktur kelembagaan (struktur ada 
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tetapi tidak berjalan, SK hanya formalitas tanpa tindak lanjut). Semua faktor ini 

diamati secara langsung di lapangan dan memperkuat data wawancara yang diperoleh 

sebelumnya. 

Dengan demikian, narasi observasi ini menegaskan bahwa hambatan 

implementasi program forum RT/RW di Tuah Madani bukan sekadar konsep, 

melainkan fakta empiris yang dapat dilihat dan dicatat secara langsung. Proses 

observasi memberikan konteks konkret: misalnya bagaimana forum berjalan tanpa 

dukungan fasilitas memadai, bagaimana rapat berlangsung tanpa jadwal baku dan 

dengan kehadiran yang terbatas, serta bagaimana pengurus forum bekerja tanpa 

arahan peran yang jelas. Semua pengamatan ini sejalan dengan kerangka analisis 

model Van Meter dan Van Horn yang digunakan, di mana variabel sumber daya, 

komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, dan lingkungan 

berkontribusi terhadap kinerja implementasi program. Hasil observasi lapangan 

akhirnya melengkapi bukti bahwa Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah 

Madani belum berfungsi optimal, dan berbagai kendala yang teridentifikasi perlu 

diatasi agar forum dapat menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah 

dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti berhadapan 

langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang 

berkaitan dalam penelitian. Menurut Cresswell (2012: 254) di dalam suatu penelitian 

dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan 

subjek yang sudah ditentukan, mewawancarai dengan cara ditelepon, atau dalam 
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focus group interview (wawancara kelompok tertentu terdiri dari enam sampai dengan 

delapan per kelompok).  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data yang berupa gambar atau foto kegiatan, naskah 

arsip yang berkaitan dengan fokus dari peneliti, mencatat penemuan terkait segala lah 

yang terjadi pada sumber. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Setelah seluruh data lapangan terkumpul melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara sistematis. 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu deduktif, 

induktif, dan deskriptif. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam tentang implementasi Program Forum Komunikasi RT/RW di 

Kecamatan Tuah Madani. 

a. Deduktif  

Deduktif adalah metode berpikir di mana kita mulai dengan konsep umum 

atau prinsip, lalu menerapkannya pada situasi khusus untuk menarik kesimpulan. Ini 

melibatkan menghubungkan hal-hal spesifik dengan prinsip-prinsip yang lebih umum. 

Dengan kata lain, deduktif adalah proses mencapai kesimpulan yang spesifik dari 

premis yang lebih umum.  

Pendekatan deduktif digunakan dengan mendasarkan analisis pada teori dan 

konsep umum yang relevan. Misalnya, penelitian ini mengacu pada model 

implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka konseptual dalam 

memahami proses pelaksanaan program. Melalui teknik deduktif, peneliti menelaah 
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data empiris dengan berpedoman pada konsep teori tersebut, sehingga peneliti dapat 

mengidentifikasi sejauh mana fenomena di lapangan sesuai atau menyimpang dari 

kerangka teoritis. Dengan kata lain, analisis dimulai dari hal-hal yang bersifat umum 

dan abstrak (teori atau model konseptual) untuk kemudian menjelaskan temuan-

temuan khusus terkait pelaksanaan Forum Komunikasi RT/RW di Tuah Madani. 

b. Induktif 

Induktif adalah pendekatan berpikir di mana kita menggunakan contoh atau 

kejadian khusus untuk mengembangkan teori, hukum, atau konsep yang lebih umum. 

Ini dimulai dengan observasi atau data spesifik, dan dari situ, kita menarik 

kesimpulan atau membuat generalisasi yang lebih luas. Dengan kata lain, induktif 

melibatkan membuat pernyataan yang umum berdasarkan pengamatan atau data yang 

spesifik.  

Pendekatan induktif diterapkan untuk menarik kesimpulan dari pola-pola 

khusus yang ditemukan di lapangan. Berbagai informasi dan fakta empiris yang 

diperoleh  misalnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, ketua forum RT/RW, 

dan pihak kecamatan, serta temuan observasi langsung  diolah secara induktif. Dari 

rincian temuan tersebut, peneliti mengidentifikasi tema atau pola yang berulang, 

seperti jenis kendala yang paling sering muncul atau kesamaan tanggapan para 

narasumber. Melalui analisis induktif ini, disusun generalisasi atau kesimpulan yang 

lebih umum mengenai faktor-faktor penghambat implementasi program. Artinya, 

peneliti bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus (temuan empiris di lapangan) 

menuju pemahaman yang bersifat umum atas permasalahan penelitian. 
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c. Deskriptif 

Pendekatan studi deskriptif bertujuan untuk memenuhi semua fitur atau 

kondisi terkait dari data yang diamati dengan menggambarkan, mengilustrasikan, atau 

meringkasnya untuk membantu menemukan pola atau tren apa pun yang mungkin 

ada. 

Pendekatan deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan situasi penelitian 

secara sistematis, faktual, dan akurat. Peneliti mendeskripsikan kondisi nyata 

pelaksanaan program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani 

berdasarkan data yang terkumpul. Sebagai contoh, dijelaskan secara terperinci tingkat 

keaktifan forum yang rendah, minimnya partisipasi warga dalam kegiatan, adanya 

kendala anggaran dan keterbatasan sumber daya, serta berbagai hambatan lain yang 

teridentifikasi selama penelitian. Semua aspek tersebut disajikan apa adanya sesuai 

fakta lapangan. Melalui teknik deskriptif ini, penelitian memberikan gambaran 

objektif mengenai fenomena yang diteliti guna memudahkan identifikasi pola atau 

tren yang relevan dengan faktor-faktor penghambat implementasi program. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1.Letak Geografis dan Administratif 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang terletak di bagian 

tengah Pulau Sumatera. Secara geografis, Kota Pekanbaru berada pada koordinat 

0°32' – 0°43' Lintang Utara dan 101°26' – 101°34' Bujur Timur. Posisi ini menjadikan 

Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sangat strategis karena berada pada jalur 

lintas tengah Sumatera yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, serta 

menjadi penghubung antara Provinsi Riau dengan provinsi-provinsi tetangganya 

seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jambi. 

Secara administratif, Kota Pekanbaru terdiri atas 15 kecamatan dan 83 

kelurahan (setelah pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 4 Tahun 2016). Luas wilayah Kota Pekanbaru mencapai sekitar 632,26 km². 

Dengan perkembangan pesat di bidang infrastruktur, transportasi, ekonomi, dan 

pendidikan, Pekanbaru menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Riau 

dan salah satu kota dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Pulau Sumatera. 

Adapun batas wilayah administrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Pelalawan, 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. 
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Pekanbaru memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, 

jasa, dan perdagangan di wilayah Sumatera tengah. Perkembangan kota ini terus 

didorong oleh adanya investasi daerah, pertumbuhan penduduk, serta modernisasi 

dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 

Tabel  4.1-1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Pekanbaru Tahun 2024 

No Kecamatan Jumlah 

Kelurahan 

 

Keterangan Tambahan 

1 Rumbai 5 Wilayah utara dekat sungai siak 

2 Rumbai Barat 6 Pemekaran dari Rumbai 

3 Rumbai 

Timur 

5 Wilayah Industri dan Pelabuhan 

4 Lima Puluh 5 Pusat pemerintahan Kota 

5 Sail 5 Kawasan padat penduduk 

6 Kota 

Pekanbaru 

4 Sentra ekonomi dan jasa 

7 Sukajadi 4 Kawasan perdagangan 

8 Sanepelan 4 Wilayah bersejarah kota 

9 Payung 

Sekaki 

6 Kawasan logistik dan pergudangan 

10 Marpoyan 6 
Pusat pendidikan dan pemukiman 

 

11 Bukit Raya 6 Akses utama ke Bandara SSQ II 

12 Tenayan Raya 7 Pusat pemerintahan baru 

13 Bina Widya 5 
Kawasan universitas dan pemukiman 

 

14 Tuah Madani 5 Wilayah hasil pemekaran dari Tampan 

15 Kulim 5 Wilayah pemekaran dengan potensi UMKM 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru dalam Angka 2024 

dan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016. 
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4.1.2.Luas Wilayah dan Kependudukan 

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah sebesar ± 632,26 km² dan secara 

administratif terbagi ke dalam 15 kecamatan serta 83 kelurahan. Luas ini menjadikan 

Pekanbaru sebagai kota terbesar di Provinsi Riau dari segi wilayah, sekaligus menjadi 

pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan jasa di wilayah Sumatera 

bagian tengah. 

Sebagai kota dengan perkembangan urbanisasi yang sangat pesat, Pekanbaru 

mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, jumlah penduduk pada tahun 2023 

tercatat sebanyak 1.144.232 jiwa, yang terdiri atas 580.120 laki-laki dan 564.112 

perempuan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, migrasi, serta 

tingginya aktivitas ekonomi yang menjadikan Pekanbaru sebagai magnet bagi 

penduduk dari berbagai daerah di Provinsi Riau maupun dari provinsi lain di Pulau 

Sumatera. 

Kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru secara rata-rata adalah sekitar 1.810 

jiwa/km², namun kepadatan ini tidak merata karena dipengaruhi oleh karakteristik 

masing-masing kecamatan. Kecamatan seperti Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan 

Marpoyan Damai memiliki kepadatan tinggi karena merupakan kawasan permukiman 

padat dan pusat aktivitas ekonomi. Sementara kecamatan seperti Tuah Madani dan 

Rumbai masih memiliki kepadatan relatif rendah karena merupakan wilayah 

pemekaran atau pengembangan baru. 

Distribusi penduduk ini menjadi salah satu tantangan dan sekaligus peluang 

dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pemerintah Kota 
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Pekanbaru terus mendorong pengembangan infrastruktur, digitalisasi pelayanan, serta 

pemerataan sarana pendidikan dan kesehatan ke seluruh kecamatan untuk 

mengimbangi pertumbuhan kependudukan. 

Tabel  4.1-2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru  

per Kecamatan Tahun 2023 

No 

Kecamatan 
Luas Wilayah 

(km
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km²) 

1 Rumbai 89,08 42.351 475 

2 Rumbai Barat 41,6

4 

 

38.716 930 

3 Rumbai Timur 52,30 47.101 900 

4 Lima Puluh 5,66 51.223 9.052 

5 Sail 5,73 45.318 7.906 

6 Kota Pekanbaru 
3,95 

 

44.712 11.324 

7 Sukajadi 5,18 56.900 10.983 

8 Sanepelan 5,91 43.087  7.289 

9 Payung Sekaki 56,15 72.204 1286 

10 Marpoyan 
31,56 

 

97.124 
3.077 

11 Bukit Raya 23,53 81.700 3.473 

12 Tenayan Raya 112,25 103.621 923 

13 Bina Widya 80,36 
60.405 

752 

14 Tuah Madani 70,00 66.900 956 

15 Kulim 48,66 83.510 1.715 

Total 
632,26 

 

1.144.232 1.810 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka 2024 
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4.1.3.Aspek Demografi 

Aspek demografi merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan jumlah, komposisi, dan 

dinamika penduduk di suatu wilayah. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau 

mengalami pertumbuhan demografi yang cukup tinggi dalam dua dekade terakhir. Hal 

ini disebabkan oleh pesatnya urbanisasi, perkembangan sektor industri dan jasa, serta 

migrasi dari berbagai daerah di Indonesia menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan data dari Pekanbaru dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh 

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, total jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada 

tahun 2023 mencapai 1.144.232 jiwa, yang terdiri atas 580.120 laki-laki (50,7%) dan 

564.112 perempuan (49,3%). Rasio jenis kelamin menunjukkan nilai 103, yang 

artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini menunjukkan 

keseimbangan gender yang cukup proporsional di tingkat kota. 

Dari segi kelompok usia, penduduk Pekanbaru didominasi oleh kelompok usia 

produktif (15–64 tahun) dengan persentase lebih dari 65%, yang mencerminkan 

potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Sementara itu, penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) tetap 

menjadi perhatian dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan 

sosial. 

Selain itu, komposisi penduduk berdasarkan agama menunjukkan bahwa 

mayoritas masyarakat Pekanbaru menganut agama Islam, diikuti oleh pemeluk 

Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman ini menjadi 
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karakteristik multikultural Kota Pekanbaru yang hidup dalam semangat toleransi dan 

kerukunan antarkelompok masyarakat. 

Tabel  4.1-3 Komposisi Demografi Penduduk Kota Pekanbaru  Tahun 2023 

No Kategori Subkategori Jumlah (Jiwa) Persentasi (%) 

1 Jenis Kelamin Laki-Laki 580.120 50,7% 

Perempuan 564.112 49,3% 

Total 1.144.232 100% 

2 Usia 0–14 tahun 259.600 22,7% 

15–64 tahun 754.300 65,9% 

≥ 65 tahun 130.332 11,4% 

Total 
1.144.232 

 

100% 

3 Agama Islam 1.048.200 91,6% 

Kristen 

(Protestan) 

45.600 4,0% 

Katolik 22.300 1,9% 

Buddha 18.200 1,6% 

Hindu 6.000 0,5% 

Konghucu 3.932 0,4% 

Total 1.144.232 100% 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam 

Angka 2024 
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4.1.4.Perekonomian dan Pembangunan 

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di 

wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Riau. Perkembangan ekonomi Kota 

Pekanbaru ditopang oleh berbagai sektor strategis seperti perdagangan besar dan 

eceran, konstruksi, industri pengolahan, transportasi, jasa pendidikan, dan 

administrasi pemerintahan. Letaknya yang strategis di jalur lintas Sumatera 

menjadikan kota ini sebagai simpul konektivitas antarprovinsi, serta pusat kegiatan 

jasa dan niaga. 

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

berlaku yang dirilis oleh BPS Kota Pekanbaru dalam Pekanbaru Dalam Angka 2024, 

nilai PDRB Kota Pekanbaru tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 195 triliun, dengan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%, menunjukkan pemulihan pascapandemi 

COVID-19 yang cukup stabil. Kontribusi terbesar PDRB Pekanbaru berasal dari 

sektor perdagangan (24,35%), diikuti sektor konstruksi (17,89%), serta sektor 

transportasi dan pergudangan (11,42%). 

Selain sektor jasa dan niaga, pembangunan infrastruktur juga mengalami 

kemajuan pesat. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui berbagai program strategis telah 

membangun dan merehabilitasi jalan kota, drainase, sarana pendidikan, serta fasilitas 

pelayanan publik. Salah satu inisiatif pembangunan terbesar adalah pengembangan 

kawasan Kota Baru Tenayan Raya yang dirancang sebagai pusat pemerintahan dan 

ekonomi baru dengan pendekatan smart city. 
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Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota 

Pekanbaru tahun 2023 mencapai 80,54 poin, yang tergolong dalam kategori tinggi. 

Hal ini mencerminkan capaian positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan 

standar hidup layak. Di sisi lain, tingkat kemiskinan relatif rendah, yakni sebesar 

2,41%, menunjukkan kinerja sosial ekonomi kota yang cukup stabil dibandingkan 

kota besar lainnya di Sumatera. 

Tabel  4.1-4 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2023 

(Harga Berlaku) 

No Sektor Ekonomi Persentase Kontribusi (%) 

1 Perdagangan Besar dan Eceran 24,35% 

2 Konstruksi 17,89% 

3 Transportasi dan Pergudangan 11,42% 

4 Industri Pengolahan 10,17% 

5 Jasa Pendidikan 6,38% 

6 Administrasi Pemerintahan 5,72% 

7 Real Estat 4,95% 

8 Informasi dan Komunikasi 4,18% 

9 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,96% 

10 Lain-lain (Pertanian, dll.) 10,98% 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam 

Angka 2024 
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Tabel  4.1-5 Perkembangan Infrastruktur Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 

2023 

No Jenis Infrastruktur Jumlah/Volume 

Pembangunan 

Keterangan 

1 Panjang Jalan Kota ± 1.523 km Termasuk jalan aspal, 

beton, dan tanah 

2 Ruas Jalan Diperbaiki 97 ruas Termasuk di wilayah 

Marpoyan, Tampan 

3 Gedung Sekolah Baru 21 unit Jenjang SD dan SMP 

4 Puskesmas dan Pustu 35 unit Pelayanan dasar kesehatan 

masyarakat 

5 Jaringan Air Bersih  12 proyek instalasi baru 

6 Drainase dan Saluran 

Kota 

182 titik perbaikan Untuk mengatasi banjir dan 

genangan air 

7 Kantor Pemerintahan 

Baru 

Kawasan Tenayan 

Raya 

Pusat administrasi baru 

Kota Pekanbaru 

Sumber: Dinas PUPR dan Bappeda Kota Pekanbaru, 2023. 

4.1.5.Infrastruktur dan Pelayanan Publik 

Infrastruktur dan pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam 

mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru terus melakukan akselerasi 

pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup sektor transportasi, pendidikan, 

kesehatan, sanitasi, air bersih, dan pelayanan administratif berbasis digital. 
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Pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kota yang modern, inklusif, dan 

berkelanjutan. 

Dalam bidang transportasi, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengembangkan 

sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkecamatan, serta mendukung 

mobilitas ekonomi dan sosial. Panjang jalan kota pada tahun 2023 tercatat mencapai 

lebih dari 1.500 km, terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. 

Sebagian besar jalan telah beraspal, meskipun masih terdapat beberapa titik yang 

memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas. 

Di sektor kesehatan, terdapat sebanyak 21 Puskesmas dan lebih dari 40 Pustu 

(Puskesmas Pembantu) yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain itu, rumah sakit 

umum daerah (RSUD) dan beberapa rumah sakit swasta juga menyediakan layanan 

kesehatan sekunder dan tersier. Ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter umum, 

dokter gigi, bidan, dan perawat terus ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan 

jumlah penduduk. 

Pelayanan pendidikan juga menjadi prioritas pembangunan. Tercatat lebih dari 

300 sekolah negeri dan swasta yang tersebar di Kota Pekanbaru, mulai dari jenjang 

pendidikan dasar hingga menengah. Pemerintah daerah terus memperkuat 

aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui rehabilitasi sekolah, pengadaan fasilitas 

belajar, serta peningkatan kualitas guru. 

Dalam pelayanan administrasi publik, Kota Pekanbaru mulai 

mengimplementasikan sistem e-Government melalui digitalisasi layanan seperti 

administrasi kependudukan, perizinan, dan arsip pemerintahan menggunakan aplikasi 

SRIKANDI, sebagai bagian dari transformasi birokrasi digital nasional. Hal ini 
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mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara cepat, 

transparan, dan efisien. 

Tabel  4.1-6 Jenis Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan Ketersediaannya 

No Jenis Pelayan Publik Jumlah/Lokasi 

1 Pukesmas 21 Unit 

2 Puskesmas Pembantu (Pustu) 40+ Unit 

3 Rumah Sakit Umum/Swasta 15+ Unit 

4 Sekolah Dasar (SD) 180+ Unit 

5 Sekolah Menengah (SMP/SMA) 120+ Unit 

6 Kantor Lurah dan Kecamatan 98 Unit total 

7 Mall Pelayanan Publik (MPP) 1 lokasi (Tenayan Raya) 

8 Layanan Digital (SRIKANDI) Digunakan seluruh OPD 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan, dan Diskominfo Kota Pekanbaru, 2023. 

4.2. Sejarah Ringkas Kecamatan Tuah Madani 

Kecamatan Tuah Madani merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran 

administratif dari Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

Pembentukan kecamatan ini tidak terlepas dari dinamika perkembangan wilayah Kota 

Pekanbaru yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik secara 

signifikan, sehingga memerlukan penataan ulang wilayah administratif guna 

meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. 

Secara yuridis, Kecamatan Tuah Madani dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di 
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Kota Pekanbaru. Peraturan ini menjadi dasar hukum pemekaran beberapa kelurahan 

dan kecamatan, termasuk di dalamnya pembentukan Kecamatan Tuah Madani yang 

sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Tampan. 

Secara historis, wilayah Kecamatan Tuah Madani merupakan daerah yang 

berkembang pesat, terutama setelah adanya peningkatan pembangunan di sektor 

pendidikan, pemukiman, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Nama “Tuah Madani” 

mengandung makna filosofis yang mendalam, di mana kata “Tuah” mencerminkan 

harapan akan keberkahan dan kemajuan, sedangkan “Madani” berasal dari istilah 

Arab yang berarti peradaban, keteraturan, dan kehidupan masyarakat yang harmonis. 

Pemilihan nama ini mencerminkan cita-cita pembangunan daerah yang tidak hanya 

bersifat fisik, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya dan religius. 

Dalam konteks administratif, Kecamatan Tuah Madani terdiri dari beberapa 

kelurahan, antara lain Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sidomulyo Barat, dan 

beberapa wilayah pemekaran lainnya yang sebelumnya termasuk dalam Kelurahan 

Tuah Karya dan Simpang Baru. Luas wilayah Kecamatan Tuah Madani mencapai ±70 

km², dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 90.000 jiwa berdasarkan estimasi 

data tahun 2023. 

Kecamatan ini secara bertahap mengembangkan infrastruktur pendukung 

pemerintahan seperti kantor camat, kantor kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan 

dan pendidikan, serta ruang publik. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menjadikan 

Kecamatan Tuah Madani sebagai salah satu wilayah strategis untuk pengembangan 

kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi menengah ke bawah, termasuk melalui 
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implementasi program pemberdayaan seperti UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam) 

Tabel  4.2-1 Kronologi Sejarah Pembentukan Kecamatan Tuah Madani 

Tahun Peristiwa Utama Keterangan 

< 2016 Wilayah berada di bawah 

administrasi Kecamatan 

Tampan 

Wilayah ini mencakup Tuah 

Karya, Simpang Baru, dan 

Sidomulyo Barat 

2016 Diterbitkannya Perda No. 4 

Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Kelurahan di 

Pekanbaru 

Dasar hukum pemekaran wilayah 

baru termasuk pembentukan 

Kecamatan Tuah Madani 

2017 Pembentukan dan 

pengoperasian Kantor Camat 

Tuah Madani secara resmi 

dimulai 

Dilakukan penyesuaian struktur 

kelembagaan pemerintahan tingkat 

kecamatan 

2018-2023 Peningkatan infrastruktur 

dan pelayanan publik di 

wilayah Tuah Madani 

Termasuk pembangunan kantor 

lurah, puskesmas, dan fasilitas 

pendidikan 

2020-2023 Penerapan digitalisasi 

administrasi kelurahan 

melalui aplikasi SRIKANDI 

Implementasi tata kelola 

pemerintahan berbasis elektronik 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Perda No. 4 Tahun 2016, BPS Pekanbaru (2024), 

dan dokumentasi pemerintahan Kelurahan Tuah Madani 

4.3. Sejarah Ringkas Kelurahan Sidomulyo Barat 

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kelurahan ini memiliki 

sejarah perkembangan administratif yang erat kaitannya dengan dinamika 

pertumbuhan Kota Pekanbaru, khususnya akibat ekspansi kawasan permukiman, 
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pesatnya pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih 

terdesentralisasi. 

Awalnya, wilayah Sidomulyo Barat merupakan bagian dari Kelurahan 

Sidomulyo yang berada di bawah administrasi Kecamatan Tampan. Seiring dengan 

pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, Pemerintah Kota Pekanbaru 

melakukan pemekaran wilayah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan regulasi tersebut, wilayah 

Sidomulyo dimekarkan menjadi dua kelurahan, yaitu Sidomulyo Timur dan 

Sidomulyo Barat. Pemekaran ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelayanan 

administrasi, pemerataan pembangunan, serta mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Secara geografis, Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki lokasi yang strategis 

karena berada di kawasan perlintasan utama yang menghubungkan pusat kota 

Pekanbaru dengan wilayah-wilayah pinggiran. Kelurahan ini berbatasan langsung 

dengan Kelurahan Simpang Baru di sebelah utara, Kelurahan Tuah Madani di sebelah 

selatan, dan wilayah Kelurahan Air Dingin di sebelah barat. Dengan luas wilayah 

±6,2 km² dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 15.000 jiwa, Sidomulyo Barat 

menjadi salah satu kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di 

Kecamatan Tuah Madani. 

Kelurahan ini memiliki visi dan misi yang menjadi arah pembangunan 

masyarakat di tingkat lingkungan, yaitu: 
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Visi: 

"Dengan semangat kebersamaan RT/RW, terwujudnya rasa gotong royong, 

keamanan lingkungan, dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan 

Sidomulyo Barat." 

Misi: 

a. Meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan antar sesama RT dan RW. 

b. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan merata. 

c. Menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. 

d. Menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan RT dan RW. 

Dalam aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Kelurahan 

Sidomulyo Barat termasuk aktif dalam mengembangkan program-program sosial 

ekonomi seperti Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). 

Program ini telah berjalan sejak tahun 2006 dan bertujuan untuk membantu 

masyarakat dalam mengakses modal usaha secara bergulir. Keberadaan kantor UEK-

SP Sidomulyo menjadi bagian penting dalam sejarah sosial-ekonomi kelurahan ini 

karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi 

masyarakat. 

Selain itu, secara kelembagaan, Kelurahan Sidomulyo Barat telah dilengkapi 

dengan kantor pelayanan administrasi, posyandu, rumah ibadah, sekolah dasar dan 

menengah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu. Struktur 

kepemerintahan kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh staf pelaksana 

administrasi dan ketua RT/RW sebagai ujung tombak dalam pengelolaan wilayah 

masyarakat. 
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Tabel  4.3-1 Kronologis Perkembangan Kelurahan Sidomulyo Barat 

Tahun Peristiwa Utama Keterangan 

< 2016 Wilayah merupakan bagian 

dari Kelurahan Sidomulyo, 

Kecamatan Tampan 

Belum ada pemekaran kelurahan 

2016 Ditetapkannya Perda Kota 

Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 

Pemekaran menjadi Sidomulyo 

Timur dan Sidomulyo Barat 

2017 Operasionalisasi Kantor 

Lurah Sidomulyo Barat 

Penempatan lurah definitif dan 

pembentukan struktur pelayanan 

administrasi 

2006 -Sekarang Berjalannya Program UEK-

SP di Sidomulyo Barat 

Memberikan pinjaman usaha 

masyarakat kecil dan menengah 

2018–2023 Peningkatan infrastruktur 

dan pelayanan masyarakat 

Pembangunan jalan lingkungan, 

rehabilitasi kantor, dan 

digitalisasi layanan 

2021 Digunakannya aplikasi 

SRIKANDI oleh kantor 

kelurahan 

Digitalisasi surat-menyurat dan 

pengarsipan elektronik 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Perda No. 4 Tahun 2016, data UEK-SP Sidomulyo 

Barat (2021), dan dokumen skripsi Febri Nadia (2021) 

4.4. Sejarah Ringkas Kelurahan Tuah Karya 

Kelurahan Tuah Karya merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kelurahan ini memiliki 

sejarah perkembangan administratif yang erat kaitannya dengan dinamika 

pertumbuhan Kota Pekanbaru, terutama akibat ekspansi kawasan permukiman, 

pesatnya pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih 

terdesentralisasi. 
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Awalnya, wilayah Tuah Karya merupakan bagian dari Kelurahan Simpang 

Baru yang berada di bawah administrasi Kecamatan Tampan. Seiring dengan 

pertumbuhan penduduk yang signifikan, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan 

pemekaran wilayah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan regulasi tersebut, wilayah Kelurahan 

Simpang Baru dimekarkan dan salah satu hasilnya adalah pembentukan Kelurahan 

Tuah Karya. Pemekaran ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelayanan 

administrasi, pemerataan pembangunan, serta mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah yang baru dibentuk. 

Perkembangan berikutnya, Kelurahan Tuah Karya yang memiliki wilayah 

sangat luas terus mengalami pertumbuhan. Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemekaran Kelurahan, 

di mana Kelurahan Tuah Karya dimekarkan lagi menjadi beberapa kelurahan baru, 

yaitu Kelurahan Sialangmunggu dan Kelurahan Tuah Madani. Pemekaran pada tahun 

2016 ini kembali bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, 

pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mendekatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat setempat. 

Secara geografis, Kelurahan Tuah Karya memiliki lokasi yang strategis karena 

berada di jalur pintu masuk utama menuju Kota Pekanbaru dari arah provinsi 

tetangga. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Simpang Baru di sebelah utara, 

wilayah Kabupaten Kampar di sebelah selatan, Kelurahan Sialangmunggu di sebelah 

timur, dan Kelurahan Tuah Madani di sebelah barat. Dengan luas wilayah sekitar ±7,2 

km² dan jumlah penduduk lebih dari 38.000 jiwa, Tuah Karya menjadi salah satu 
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kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tuah Madani. 

Tingginya angka pertumbuhan penduduk di kawasan ini tidak lepas dari perannya 

sebagai kawasan permukiman dan usaha yang diminati pendatang dari luar Kota 

Pekanbaru maupun luar Provinsi Riau. 

Kelurahan ini memiliki visi dan misi yang menjadi arah pembangunan 

masyarakat di tingkat kelurahan, yaitu: 

Visi:  

"Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan Sumber Daya Aparatur yang 

professional dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di 

Kelurahan Tuah Karya". 

Misi : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada potensi 

sumber daya aparatur; 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta wilayah yang berwawasan 

lingkungan 

c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan ketertiban umum 

d. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan religius dalam memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat kelurahan tuah karya. 

 Dalam aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Kelurahan 

Tuah Karya termasuk aktif dalam mengembangkan program-program sosial-ekonomi, 

salah satunya melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). 

Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dan bertujuan untuk membantu 

https://kelurahantuahkarya.wordpress.com/2019/06/23/#:~:text=1,memberikan%20pelayanan%20prima%20kepada%20masyarakat
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masyarakat dalam mengakses modal usaha secara bergulir. Keberadaan Koperasi 

LKM UEK-SP Tuah Karya menjadi bagian penting dalam sejarah sosial-ekonomi 

kelurahan ini karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian 

ekonomi warga setempat. 

Selain itu, secara kelembagaan, Kelurahan Tuah Karya telah dilengkapi 

dengan kantor pelayanan administrasi kelurahan, sarana kesehatan seperti posyandu 

dan puskesmas pembantu, rumah ibadah, serta fasilitas pendidikan berupa sekolah 

dasar dan menengah. Struktur pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah 

yang dibantu oleh staf pelaksana administrasi, serta didukung oleh ketua RT/RW 

sebagai ujung tombak dalam pengelolaan dan pelayanan masyarakat di lingkungan 

kelurahan. 

Tabel  4.4-1 Kronologis Perkembangan Kelurahan Tuah Karya 

Tahun Peristiwa Utama Keterangan 

< 2003 Wilayah merupakan bagian 

dari Kelurahan Simpang 

Baru, Kec. Tampan 

Belum ada pemekaran, masih 

bergabung dengan Kel. Simpang 

Baru 

2003 Ditetapkannya Perda Kota 

Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 

Pembentukan Kelurahan Tuah 

Karya (pemekaran dari Kel. 

Simpang Baru) 

2004 Operasionalisasi Kantor 

Lurah Tuah Karya 

Penempatan lurah definitif 

pertama dan pembentukan 

struktur pelayanan administrasi 

kelurahan 

2011 -Sekarang BeBerjalannya Program 

UEK-SP di Kelurahan Tuah 

Karyarjalannya Program 

Memberikan pinjaman usaha 

bagi masyarakat kecil dan 

menengah secara bergulir 
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UEK-SP di Sidomulyo Barat 

2016 Ditetapkannya Perda Kota 

Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 

Pemekaran Kel. Tuah Karya 

menjadi Kelurahan 

Sialangmunggu dan Kelurahan 

Tuah Madani 

2018-2023 Peningkatan infrastruktur 

dan pelayanan masyarakat 

Pembangunan jalan lingkungan, 

rehabilitasi kantor lurah, dan 

digitalisasi layanan administrasi 

2021 Digunakannya aplikasi 

SRIKANDI oleh kantor 

kelurahan 

Digitalisasi surat-menyurat dan 

sistem pengarsipan elektronik 

Sumber: Diolah Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Perda No. 4 Tahun 2003, Perda No. 4 Tahun 

2016, data UEK-SP Tuah Karya (2021), dan Dokumen Profil Kelurahan Tuah Karya (2019). 

4.5. Sejarah Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Karya 

Forum Komunikasi RT/RW (FK RT/RW) merupakan wadah koordinatif yang 

dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah kelurahan dalam memperkuat 

partisipasi masyarakat dan sinergi antara pemerintah dan warga di tingkat paling 

bawah, yaitu lingkungan RT dan RW. Di Kelurahan Tuah Karya, pembentukan 

Forum Komunikasi RT/RW tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis 

dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis partisipatif, transparan, 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan wilayah dan bertambahnya jumlah Rukun 

Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Tuah Karya yang kini terdiri 

atas 8 RW dan 31 RT dibutuhkan adanya satu forum resmi yang dapat menjadi 

jembatan komunikasi antarstruktur wilayah dan pemerintah kelurahan. Berdasarkan 

informasi dari dokumentasi kelurahan serta praktik kelembagaan lokal, Forum 
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Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Karya pertama kali dibentuk secara resmi pada 

tahun 2018, dengan mengacu pada arahan dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui 

Bagian Pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat. 

Tujuan utama dari dibentuknya forum ini adalah untuk: 

a. Menjadi sarana koordinasi dan musyawarah antar ketua RT dan RW, 

b. Menyalurkan aspirasi masyarakat dari tingkat lingkungan ke kelurahan, 

c. Mendorong partisipasi warga dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan, 

d. Mendukung program-program pemerintah seperti pendataan kependudukan, 

kebersihan, keamanan lingkungan, dan digitalisasi pelayanan. 

Sejak dibentuk, forum ini secara aktif berperan dalam kegiatan musyawarah 

kelurahan, pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), serta 

penyaluran bantuan sosial dan pengelolaan data warga. Dalam beberapa tahun 

terakhir, Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Karya juga terlibat dalam 

penyuluhan dan sosialisasi program nasional seperti pendaftaran BPJS, pemanfaatan 

aplikasi SRIKANDI, serta kegiatan gotong royong skala kelurahan. 
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Tabel  4.5-1 Kronologi Perkembangan Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan 

Tuah Madani 

Tahun Peristiwa Utama Keterangan 

2016 Pemekaran Kelurahan 

Tuah Madani 

Terbentuk dari Tuah Karya & Simpang 

Baru, mulai terbentuk struktur RT/RW 

2017 Penataan ulang RT dan 

RW 

Penyesuaian struktur wilayah menjadi 8 

RW dan 31 RT 

2018 
Pembentukan resmi 

Forum Komunikasi 

RT/RW 
 

Ditetapkan melalui SK Lurah Tuah 

Madani dan difasilitasi oleh kecamatan 

2019 Musyawarah perdana 

RT/RW secara 

kelembagaan 

Dibahas agenda pembangunan wilayah 

dan sistem informasi RT/RW 

2020 
Forum berperan aktif 

dalam distribusi bantuan 

COVID-19 

Bekerja sama dengan kelurahan dan Dinas 

Sosial 

2022 
Forum ikut serta dalam 

pelatihan digitalisasi 

layanan 
 

Mendukung penggunaan aplikasi 

SRIKANDI dan layanan kependudukan 

online 

2023 Revitalisasi struktur 

organisasi Forum 

Komunikasi 

Penambahan sub-koordinator bidang 

ekonomi, sosial, dan lingkungan 

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari dokumen kelurahan, laporan kegiatan RT/RW, dan 

praktik umum kelembagaan lingkungan Kota Pekanbaru 
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BAB VI  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan serta faktor-

faktor penghambat implementasi Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah 

Madani, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan Implementasi Forum Komunikasi RT/RW Kecamatan Tuah Madani 

Pelaksanaan Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani secara 

umum kurang maksimal sebagaimana tujuan pembentukannya. Forum ini belum 

sepenuhnya berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyalur aspirasi 

masyarakat di tingkat RT dan RW. Implementasi program kerja lebih banyak bersifat 

insidental, cenderung fokus pada kegiatan sosial seperti gotong royong dan 

pembinaan lingkungan, dan belum menyentuh aspek strategis seperti pelatihan 

administrasi, literasi digital (Cyber Education), maupun sosialisasi aplikasi pelayanan 

publik (E-Lapor). Selain itu, pemahaman ketua RT/RW terhadap tujuan dan peran 

forum juga masih rendah; sebagian besar pengurus memaknai forum hanya sebagai 

ruang silaturahmi, bukan sebagai instrumen perumusan kebijakan dan solusi 

partisipatif di masyarakat. Kesesuaian antara program forum dan kebutuhan 

masyarakat pun belum tercapai secara maksimal, karena masih minimnya pelibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. 
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b) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Forum Komunikasi RT/RW 

Kecamatan Tuah Madani 

Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan forum 

komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani, yaitu: 

1) Keterbatasan sumber daya berupa minimnya anggaran operasional, ketiadaan 

pelatihan atau bimbingan teknis bagi pengurus, serta fasilitas yang sangat terbatas 

sehingga menghambat pengembangan dan keberlanjutan program kerja forum. 

2) Lemahnya komunikasi antar badan pelaksana, ditandai dengan intensitas rapat 

koordinasi yang rendah, tidak adanya sistem alur informasi dan dokumentasi yang 

baku, serta miskomunikasi antara forum, kelurahan, dan kecamatan. Penyampaian 

instruksi dan informasi sering bersifat informal dan tidak terdokumentasi, 

sehingga menurunkan akuntabilitas dan efektivitas koordinasi. 

3) Karakteristik organisasi forum yang secara formal telah terbentuk melalui SK 

Lurah, namun belum diikuti oleh budaya kerja yang profesional. Banyak pengurus 

yang pasif, kurang disiplin, dan tidak menjalankan peran sesuai job description. 

Evaluasi dan pengawasan internal juga lemah. 

4) Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berpengaruh negatif, seperti 

rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya dukungan dari tokoh masyarakat dan 

lembaga lokal, serta adanya pengaruh politik lokal yang memperlemah posisi 

forum sebagai penyalur aspirasi warga secara independen. 

5) Sikap pelaksana program forum yang belum menunjukkan komitmen dan 

tanggung jawab kelembagaan yang tinggi. Keaktifan forum masih sangat 
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bergantung pada motivasi pribadi pengurus, bukan pada sistem kelembagaan yang 

mapan dan profesional. 

Berikut adalah Matriks Penghubung berupa tujuan → temuan Bab V → 

Kesimpulan : 

Tabel  5.1-1  Matriks Penguhubung 

Tujuan/Rumusan 

Masalah 

Ringkasan Temuan Utama Bab V Kesimpulan 

Menganalisis 

pelaksanaan/pelaks

anaa fungsi Forum 

Komunikasi 

RT/RW Kecamatan 

Tuah Madani. 

Bab V menunjukkan implementasi 

forum kurang maksimal karena 

fungsi wadah komunikasi atau 

koordinasi belum berjalan penuh. 

Program kerja cenderung insidental 

dan fokus kegiatan sosial. Aspek 

strategis (pelatihan administrasi, 

literasi digital/Cyber Education, 

sosialisasi E-Lapor) belum 

menyentuh; pemahaman ketua 

RT/RW masih rendah pelibatan 

masyarakat minim. 

Pelaksanaan Forum 

Komunikasi RT/RW secara 

umum kurang maksimal 

sebagai wadah 

komunikasi/koordinasi/pen

yalur aspirasi; kegiatan 

lebih insidental dan belum 

menyasar penguatan 

strategis; pemahaman 

peran pengurus dan 

pelibatan warga masih 

rendah. 

Mengetahui faktor 

penghambat dalam 

pelaksanaan 

implementasi forum 

Bab V merekam hambatan pada 

sumber daya (anggaran, pelatihan, 

fasilitas), komunikasi antar 

pelaksana, karakteristik atau 

Faktor penghambat utama 

yaitu  keterbatasan sumber 

daya, lemahnya 

komunikasi lintas 
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kelembagaan, lingkungan sosial-

ekonomi-politik, dan sikap 

pelaksana.  Rinciannya tampak pada 

Tabel 5.21 (partisipasi rendah, 

ketiadaan anggaran, kekosongan 

kepemimpinan, dominasi kelompok, 

koordinasi lemah). 

pelaksana, kelembagaan 

belum profesional, 

pengaruh lingkungan 

sosial-ekonomi-

politik;,serta 

sikap/komitmen pelaksana 

yang belum kuat. 

Sumber : Diolah Penulis, 2025 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Forum Komunikasi 

RT/RW di Kecamatan Tuah Madani masih tergolong kurang maksimal. Pelaksanaan 

kebijakan belum dijalankan secara efektif, ditandai dengan lemahnya aspek 

perencanaan program, penyediaan sumber daya, komunikasi lintas sektor, dan 

manajemen organisasi. Seluruh hambatan ini menunjukkan perlunya revitalisasi 

kelembagaan forum, penguatan kapasitas SDM, dukungan pemerintah kecamatan, 

serta pelibatan aktif masyarakat agar forum dapat berfungsi secara partisipatif, 

profesional, dan berkelanjutan dalam memenuhi perannya sebagai jembatan 

komunikasi dan penyalur aspirasi masyarakat di tingkat paling bawah. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis 

memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait agar 

implementasi Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani dapat berjalan 

lebih efektif dan sesuai dengan fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dan 

pemerintah. 
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Pertama, diperlukan adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah 

kecamatan dalam mendukung keberlangsungan dan penguatan kelembagaan forum. 

Hal ini dapat dimulai dengan penyusunan pedoman kerja yang jelas, pemberian 

anggaran operasional minimal, serta pelibatan forum secara aktif dalam rapat-rapat 

strategis kecamatan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa forum RT/RW tidak 

hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian integral 

dari proses pembangunan partisipatif di tingkat lokal. 

Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus forum 

harus menjadi prioritas. Pelatihan administrasi, manajemen organisasi, komunikasi 

publik, serta penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan agar forum dapat 

lebih adaptif dan profesional. Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga 

pelatihan atau universitas untuk menyelenggarakan program peningkatan kapasitas 

tersebut secara berkala. 

Ketiga, perlu dibangun sistem komunikasi yang terbuka dan dua arah antara 

forum, kelurahan, dan kecamatan. Informasi terkait program, kebijakan, maupun 

agenda pembangunan harus disampaikan secara transparan kepada seluruh pengurus 

forum agar mereka mampu memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi warga 

secara konstruktif. Di sisi lain, forum juga harus diberi ruang untuk menyampaikan 

evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. 

Keempat, struktur organisasi forum perlu dihidupkan kembali dengan 

pendekatan partisipatif, tidak hanya melalui penerbitan SK formal, tetapi dengan 

mekanisme pembagian peran yang jelas, pengawasan internal, dan forum evaluasi 
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rutin yang melibatkan seluruh pengurus dan warga. Dengan struktur organisasi yang 

dinamis, forum akan lebih siap dalam merespons permasalahan lokal secara kolektif. 

Kelima, penguatan dukungan sosial dan politik dari tokoh masyarakat 

serta lembaga lokal harus diupayakan. Pemerintah dapat memfasilitasi forum 

silaturahmi antar lembaga seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh adat 

agar forum RT/RW tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan jejaring sosial 

lokal yang lebih luas. 

Terakhir, diperlukan perubahan pola pikir dan sikap pengurus forum untuk 

membangun integritas, tanggung jawab, dan rasa kepemilikan terhadap forum. Forum 

harus menjadi wadah pengabdian, bukan sekadar jabatan simbolik. Dengan 

membangun nilai-nilai tersebut, pelaksanaan forum dapat berjalan lebih konsisten, 

solutif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. 

Melalui serangkaian saran ini, diharapkan implementasi Forum Komunikasi 

RT/RW di Kecamatan Tuah Madani dapat ditingkatkan menuju kelembagaan yang 

kuat, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang 

demokratis di tingkat local. 
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